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PENGANTAR

Figh sebagai hasil pemahaman tentulah di dalam pembentu-
kannya mengandung ciri intelektual manusia yang berdasarkan
metodologi dan dapat dipastikan akan dipengaruhi oleh waktu,
tempat, dan tingkat intelektual manusia. Secara kontemporer
figh ekonomi berarti hukum ekonomi Islam yang merupakan
peraturan-peraturan menyangkut hubungan kebendaan atau
yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama
hukum privat, dimana pembahasannya mengenai hak manusia
dan hubungannya satu sama lain dan sangat relevan untuk di-
kembangkan dan diaplikasikan sebagal produk perbankan sya-
riah,

Objek figh ekonomi mempunyai bidang yang sangat luas, se-
hingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak
membicarakannya secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam
memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inova-
si terhadap berbagai bentuk transaksi yang dibutuhkan dalam
kehidupan dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang
telah ditentukan,

Buku ini akan membahas tentang harta dan kepemilikannya
serta bentuk-bentuk transaksi yang ada dalam Islam dan dite-
rapkan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentang-
an dan dapat diterima dengan syarat sejalan dengan maqashid
asy-syari‘ah, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN FIQH

Kata figh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan
melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan tentunya pengertian
mendalam yang memerlukan pengerahan potensi akal.(ensik)
Pengertian figh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Al-
lah dalam al-Quran antara lain surat Al-Huud dan Al-An'am (QS.
11:91 dan 6 : 65) yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak
mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya
kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara
Kami; kalau tidaklah Karena keluargamu tentulah kami Telah
merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang ber-
wibawa di sisi kami."

Sl eZ a3l o G 2800 g of e 507 55 1

s

Artinya: "Katakanlah: " dialah yang berkuasa untuk men-
girimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah
kakimu atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golon-
gan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada seba-
hagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah,
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betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih
berganti agar mereka memahami(nya)".

Secara terminologi pengertian figh tersebut diberikan oleh
para ahli dalam berbagai masa dengan mengalami perubahan
dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun
dapat dipahami dengan makna yang sama.

Menurut ulama ushul figh, figh adalah pengetahuan hukum
Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci,
Sementara ulama figh mendefinisikan figh sebagai sekumpu-
lan hukum amallah yang disyari'atkan Islam. Mustalfa Ahmad
Zarqa mendefinisikan figh adalah sebagai suatu ilmu tentang hu-
kum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan manusia
yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hu-
kum-hukum syara’ baik berupa perintah maupun larangan ter-
hadap amalivah manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang
terperinci. Adapun maksud-hukum-hukum syare” adalah hu-
kum-hukum yang diperoleh dan ditentukan oleh Allah SWT.
Seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah, dan yang ke-
semuanya ini dinamakan hukum taklifi (bersifat perintah, an-
juran dan larangan yang wajib bagi setiap mukallaf). Dan bisa
juga dengan nilai sah, batal dan fasid (rusak), ini disebut dengan
hukum wadh'i (khitab/perkataan Allah SWT. Yang mengandung
pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat
atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum).

Sedangkan kata ‘amalivah dalam pengertian di atas mak-
sudnya adalah mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia,
jadi objek bahasan ilmu figh adalah setiap perbuatan mukallaf
(orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama), yang
terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang har-
us dikenakan. Dan yang dimaksud dengan dalil yang terperin-
ci adalah dalil atau sumber hukum yang mendasari perbuatan
manusia, dimana dalil tersebut disyari‘atkan dari dalil naqly/
nash yang jelas yaitu al-Quran dan as-Sunnah maupun dalil aqly
atau dalil ijtihad dari para mujtahid. Mustafa az-Zarqa menyata-
kan bahwa bagian yang disepakati tersebut dinamakan al-ma-
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shadir al-asasiyyah (sumber pokok), sedangkan bagian yang
diperselisihkan dinamakan al-mashadir at-taba'iyyah (sumber
sekunder). Disebut sumber sekunder karena ijmak, qiyas, isti-
hsan dan seterusnya itu tidak dapat berdiri sendirl dalam me-
netapkan hukum akan tetapi harus disandarkan pada al-Quran
dan as-Sunnah, Jadi figh sebagai suatu ilmu agama yang menja-
di objek kajiannya adalah perbuatan manusia, dan menetapkan
hukum terhadap perbuatan tersebut yang bersumber dari dalil
naqly ini yang disebut Mustafa az-Zarqa' dengan al-Mashadir al-
asasiyyah (sumber pokok) dan dalil agly yang disebutnya den-
gan al-Mashadir at-taba'iyyah (sumber sekunder),

Perbedaan dalam menggunakan metode dalam pengambi-
lan hukum bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda pula,
karena itu penilaian tentang hukum suatu perbuatan mukallaf
bisa pula menghasilkan lebih dari satu hukum. Hal ini sangat
tergantung kepada mujtahid (ahli ijtihad) mana dan metode
apa yang digunakan dalam menyelesaikan atau mencarikan
hukum perbuatan mukallaf tersebut. Misalnya seseorang yang
diberi amanah haruslah bertanggung jawab terhadap sesua-
tu hal yang diamanahkan kepadanya. Jadi jika digunakan dalil
giyas untuk menentukan hukum terhadap pemegang amanah,
tentunya apabila barang yang diamanahkan kepadanya terjadi
kerusakan ataupun hilang maka sipemegang amanah tidak di-
tuntut pertanggungjawabannya apabila barang tersebut rusak
atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau digu-
nakan terhadap permasalahan amanah ini dalil istihsan maka
akan berbeda, dimana sipemegang amanah harus dituntut per-
tanggungjawabannya artinya dia harus mengganti barang yang
diamanahkan itu rusak atau hilang. Karena menurut ketentuan
istihsan menyatakan bahwa jika hukum umum itu diberlakukan
untuk segala tempat dan zaman, apabila pada saat sifat aman-
ah sudah mulai berkurang, maka hal ini akan membawa kepada
sikap memakan hak orang lain secara batil (tidak benar). Untuk
itu agar hal tersebut tidak terjadi dan dapat dihindari, pemegang
amanah harusnya diminta pertanggungjawabannya.

Adapun yang dijadikan dasar terhadap permasalahan figh
dan perbuatan manusia sebagai objeknya dapat dipahami den-
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gan jelas dari firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (QS. 9
:122) yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya : "Tidak sepatutnya bagl mukminin itu pergi
semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-
tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memper-
dalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali ke-
padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”

Ayat di atas memberi pemahaman kepada manusia supaya
mereka (tu jangan terfokus pada satu hal saja, tetapi harus
melakukan sesuatu yang berdampak pada kehidupan orang
banyak demi kemaslahatan diri dan keluarganya. Jadi secara
sederhana dapat disimpulkan bahwa figh adalah upaya yang
dilakukan oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum (waijib,
sunat, haram, makruh dan mubah) terhadap perbuatan manusia
yang bersumber dari dalil naqly dan aqly.

B. RUANG LINGKUP KAJIAN FIQH

Para fugha berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup
kajian figh. Para ulama figh ada yang membaginya kepada delap-
an bagian sebagai berikut: Pertama; hukum yang berkaitan den-
gan ibadah kepada Allah SWT. Seperti sholat, puasa, zakat, haji
dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah. Kedua; hukum
yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah,
talak, masalah keturunan dan nafkah, bagian ini disebut ahwal
asy-syakhshiyyah. Ketiga; hukum yang berkaitan antara sesama
manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing
yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan
bagian Ini disebut muamalah. Keempat; hukum yang berkaitan
dengan perbuatan atau tindak pidana, bagian ini disebut den-
gan jinayah dan uqubah. Kelima; hukum yang berkaitan den-
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gan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan
Jinayah ahkam al-qadha’ Keenam; hukum yang mengatur hubun-
gan antara penguasa dan warganya, bagian ini disebut al-ahkam
as-sulthaniyyah atau siyasah asy-syar'iyyah. Ketujuh; hukum
yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang
dan damai, bagian ini disebut siyar atau al-huquq ad-dauliyyah.
Kedelapan; hukum yang berkaitan dengan akhlak, yang baik
maupun buruk bagian ini disebut dengan adab,

Selanjutnya Ali al-Khafif menjelaskan dalam bukunya Ah-
kamul Mu'amalah asy-Syar'iyah membaginya kepada lima bagi-
an; Pertama; bidang ibadat, yaitu hal-hal yang berkaitan den-
gan manusia dan hubungannya kepada Allah bertujuan untuk
mendekatkan diri kepada-Nya. Seperti; sholat, puasa, zakat dan
haji. Kedua; bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu hukum yang
berhubungan dengan kekeluargaan. Seperti; perkawinan, perce-
raian dan nafkah. Ketiga; bidang muamalah, yaitu hukum yang
berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya.
Seperti; jual beli, sewa menyewa, gadal dan lain-lain. Keempat;
bidang hudud dan ta’zir atau disebut juga dengan ‘uqubat, yaitu
hukum yang berhubungan dengan tindak pidana dan hukuman-
nya. Kelima; bidang murafa’at yaitu hukum yang berhubungan
dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya,

Muhammad Yusuf Musa membagi bidang kajian figh kepa-
da tiga bidang, yaitu bidang ibadah, muamalah dan hukuman
(‘uqubat). Dari perbedaan pendapat di atas, jumhur fugaha
sepakat bahwa ruang lingkup kajian figh tersebut secara seder-
hana dapat dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan muamalah.
Kesepakatan para fuqaha ini dapat dipahami dari alasan dimana
manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia haruslah
melaksanakan kewajibannya kepada sang pencipta Allah SWT,
dan sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi ses-
amanya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran
(QS.3: 112) yang berbunyi :
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Artinya; "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka
berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Al-
lah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali
mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerenda-
han. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Al-
lah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang de-
mikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya
mengandung makna keduniaan, tetapi juga mengandung mak-
na keakhiratan, artinya nilai dari suatu hukum tidak hanya ter-
kait dengan hukum di dunia ini saja, tetapi juga hukum ukhrawi,
karena Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat walau-
pun keduanya bisa dibedakan. Perbuatan manusia sebagai ob-
jek kajian figh, maka pembahasan figh mencakup segala aspek
kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di
akhirat, oleh sebab itu secara garis besarnya figh dapat dibagi
dua, yaitu;

Fiqh Ibadah; yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk
mendekatkan diri kepada Allah, seperti; sholat, puasa, zakat dan
haji. Segala yang dikerjakan bersifat Ta'abbudi, oleh karena itu
segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebab-
kan perubahan zaman dan tempat.

Figh Muamalah; yaitu segala persoalan yang berkaitan den-
gan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutu-
han hidupnya di dunia.

Berkaitan dengan ibadah (hubungan manusia dengan Allah
Swt), nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan,
karenanya nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat “tauqif”
yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya, sedangkan
bidang muamalah tidak tauqif penjelasan nabi, hanya bersifat
global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada ma-
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nusia dengan jalan ijtihad, hal ini mengindikasikan bahwa per-
soalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi
sosial. Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan ;
sesungguhnya masalah agidah (kepercayaan) dan ibadah tidak-
lah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat,
karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempur-
na, dan dijelaskan dengan nash-nash yang lengkap.,

Selanjutnya bidang muamalah dalam pembinaan hukum-
nya, al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dijadikan
pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi,
artinya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman kepada ket-
entuan nash (al-Quran dan as-Sunnah).

C. PENGERTIAN FIQH MUAMALAH

Figh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari
kata figh dan muGialah. Secara etimologi figh berarti paham,
mengetahui dan melaksanakan. Dan kata muamalah berasal dari
bahasa Arab ( al-mu‘amalah ) yang secara etimologi sama dan
semakna dengan al-mufa‘alah (saling berbuat), Kata ini meng-
gambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang den-
gan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Secara terminologi figh muamealah adalah hukum-hukum yang
berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia da-

lam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa
menyewa, gadai dan lain-lain.

Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan ke-
pada manusia atau seseorang yang sudah mukallaf, yaitu seseo-
rang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan
berakal lagi cerdas. Muamalah yang merupakan aktifitas manu-
sia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah
pengabdiannya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam
surat az-Zariyat (QS. 51 : 56) yang berbunyi:

o5 oy didiie i3
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Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia mel-
ainkan supaya mereka menyembah-Ku."

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam
rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai
ketuhanan. Dan pengabdian yang dilakukan haruslah diawali
dari keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayy-
inah (QS. 98 : 5) yang berbunyi sebagai berikut:
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Qi Gl

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya
dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka
mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian it-
ulah agama yang lurus.”

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum
Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri in-
telektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan
terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan
selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (QS. 10 : 59) yang
berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rez-
ki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagi-
annya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apabila Allah
telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu men-
gada-adakan saja terhadap Allah?."

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang
sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas
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lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global.
Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada ma-
nusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk mua-
malah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat
tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan
manusia sejak dahulu sampali sekarang sejalan dengan perkem-
bangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu
dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan
bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling
melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan-
nya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-lsra’ (QS. 17 ;
84) yang berbunyi :

& 9 650 oo 1B il o 0 1

Artinya:" Katakanlah : "Tiap-tiap orang berbuat menurut
keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui
siapa yang lebih benar jalannya.”

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu
hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam un-
tuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat muamalah
diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan
mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat men-

jamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama ma-
nusia,

D. RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya da-
lam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu
kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan syara’ untuk terciptan-
ya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak
dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang ling-
kup figh muamalah dipandang dari tunjukan hukumnya dapat
dibagi kepada dua bidang, yaitu ;
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Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari al-
Quran dan al-Hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam
hal perkawinan dan akibatnya. Seperti; talak, iddah, rujuk, war-
isan. Juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba,
sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian
juga dalam tindak kriminal. Seperti; pencurian dan perzinaan.
Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di
atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk
menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya doron-
gan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah da-
lam surat al-Isra (QS. 17 : 53) yang berbunyi :
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Artinya : Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hen-
daklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar).
Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara
mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi
manusia,

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mu-
dah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi
oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah
menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga keten-
tuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua
orang tua sekalipun mereka berbeda aqidah/keyakinan.

Muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari
al-Quran dan al-Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diper-
oleh dari hasil ijtihad para fugaha yang mengacu kepada kaedah-
kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentu-
an syara’. Oleh sebab itu bentuk muamalah ini akan dipengaruhi
oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek
jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk
memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir un-
tuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini ter-
jadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya

10

SRISUDIARTI

ucapan yang jelas (ijab dan qabul). Praktek jual beli ini dipahami
dari firman Allah dalam surat an-Nisa' (QS. 4 : 29), yang berbunyi
sebagal berikut:

PImE s wf, §e =y . KU
TR [V PP S P A R AT [
’ Lo Segre S 2., v o by | ” o9 . P
B LK o8BI G) (B (8 e s i K
Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sal-
ing memakan harta sesama-mu dengan falan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesung-
guhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk
melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua
belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mu-
dah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi ses-
ama manusia. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam
surat al-Hajj (QS. 22 : 78) yang berbunyi sebagai berikut:

L 4
e w
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Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan ji-
had yang sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu dan Dia
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (lkutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah)
telah menamal kamu sekalian orang-orang muslim dari dahuly,
dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi
saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas se-
genap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat

dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindung
dan sebaik-baik Penolong.

11
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Demikianlah Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada
manusia, Allah tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempi-
tan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang mua-
malah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya ke-
bahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muama-
lah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan
secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan
dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup
segala aspek kegiatan di bidang ekonomi,

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasann-
ya dapat dibedakan kepada dua bahagian. Bahagian pertama
membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (vang
bersifat adabiyah). Seperti; masalah shighat (ijab qabul). Baha-
gian kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bi-
dang ekonomi (yang bersifat madiyah). Seperti; jual bell, sewa
menyewa, wakalah, hiwalah, wadi'ah dan lain-lain. Adapun
pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fuqa-
ha telah membahasnya dengan sistematik yang berbeda-beda
dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang
. bersifat adabiyah, dengan menjelaskan beberapa bentuk perika-
tan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun
dan syaratnya. Ada pula sistematik pembahasannya langsung
yang bersifat madiyah, yaitu kepada materi dan beberapa ben-
tuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab figh
para imam mazhab yang empat.

Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistema-
tik pembahasan figh muamalah ini hanya pada urutan prioritas
saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan
dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di an-
tara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasa-
lahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan
permaslahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya,
syirkah, mudharabah dan berbagai bentuk transaksi lainnya.
Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah
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ini, dengan demikian para fugaha telah memberikan kontribusi
yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, ka-
rena al-Quran dan al-Hadis membicarakan persoalan muamalah
secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi ter-
ciptanya keadilan di antara sesama manusia.

13
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BAB II
HAK DAN MILIK

A. HAK DAN PEMBAGIANNYA
1. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-Haqq”, secara etimo-
logi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum mak-
nanya adalah tsubut yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga
dapat diartikan dengan benda, milik, wujud, ketetapan, kewaji-
ban atau kepastian. Pengertian ini dapat dipahami dari bebera-
pa firman Allah yang ada pada beberapa surah dalam al-Quran,
di antaranya sebagai berikut :

a. Dalam surat Yasiin (QS. 36 : 7) berbunyi :

v B =3
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Artinya; "Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan
(ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena
mereka tidak beriman.'”

b.  Dalam surat al-Anfal (QS. 8 : 8) berbunyi :
2 2 8%%r 2%, T "I T 2. S R0C 2
S osadlos 35 Jadl s gl o)
Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan

membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang
yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.®"

'Depagrt, Al-Quran dan Terjemahnyn, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pen-
terjemah Al-Quran, 1980), h. 706.

! Ibid, h.260
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c¢. Dalam surat al-Bagarah (QS. 2: 241) berbunyi:
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Artinya; Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagal
suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.’

Adapun pengertian hak secara terminologl figh, para fuqga-
ha' mendefenisikan secara umum memberi pengertian yang me-
liputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan maslahah serta
maslahah-maslahah yang ditetapkan syara’ (I'tibariyah) seperti
syuf'ah, khiyar, hadhanah dan sebagainya.

Mustafa Ahmad Zarqa memberikan defenisi hak secara
umum yaitu;

LSS ) dlake g2 a2 olan]

Artinya : "Suatu ketentuan khusus yang karenanya syara’
menetapkan suatu kekuasaan atau suatu bebanan hukum”

Dengan pengertian tersebut di atas hak tidak meliputi ben-
da kongkrit yang dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan
bebanan. Jumhur fugaha’ menyatakan bahwa hak adalah per-
samaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan
benda. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah hak “tabi'i"
(pribadi) manusia, melainkan anugerah Allah sebagai rahmat
dan karunia-Nya kepada manusia yang harus dipergunakan
menurut tata aturan yang telah ditetapkan Allah.

Namun demikian adakalanya syara’ menetapkan hak-hak
itu secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah untuk
melaksanakan berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah
kepada kerabat, larangan untuk melakukan berbagai bentuk
tindak pidana, larangan untuk mengkonsumsi yang diharamnk-
an syara’ serta kebolehan untuk melakukan segala yang baik
dan bermanfaat. Hak-hak seperti ini ditetapkan syara’ secara
langsung tanpa ada latar belakang yang menyebabkan timbul-
nya hak itu. Di samping itu syara’ juga menetapkan hak melalui

bid, h. 59
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suatu sebab, artinya ada sebab yang melatar belakangi syara’
untuk menetapkan suatu hak. Misalnya dalam hal perkawinan,
akibat dari perkawinan muncul hak dan kewajlban membayar
nafkah, isteri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, mun-

cul pula hak waris mewarisi antara suami dan isteri, dan lain
sebagainya.

Para ulama figh menetapkan bahwa yang dimaksud sebab
atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang datan-
gnya dari syara’ atau sebab-sebab yang diakul oleh syara'. Atas
dasar itu sumber hak menurut para ulama figh ada lima, yaitu
syara, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat dan
perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.!

2. Pembagian Hak

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari be-

berapa segi. Para ulama figh telah membaginya kepada berbagai
segi yaitu;

a. Ditinjau dari segi pemiliknya, hak terbagi kepada tiga
macam, yaitu;

1) HakAllah

Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya umum
menyeluruh dan tidak khusus. Dihubungkan dengan nama Allah
adalah karena kepentingannya yang besar dan kemanfaatannya
yang mencakup kesemua manusia. Hak ini dimaksudkan untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum meskipun
terdapat juga kepentingan-kepentingan pribadi. Hak ini dinis-
bahkan kepada Allah, karena urgensi dan kemerataan manfaat
yang dihasilkannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai con-
tol} adalah ibadah sholat, puasa zakat, tidak melakukan tindak
kejahatan, amar ma‘ruf nahi munkar, memelihara fasilitas umum

seperti sungai, jalan, mesjid dan fasilitas lain yang dibutuhkan
masyarakat.

H‘ak Allah ini tidak boleh digugurkan dengan pemaafan,
damai atau kerelaan, juga tidak boleh dirubah. Oleh karena itu,

W, / -
.. 37Sahhuh Az-Zuhaill, Figih Islam Wa Adillatuhu, Juz 4 (Jakarta: Gema lnsani,
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hukuman untuk kasus pencurian tidak akan gugur meskipun pi-
hak yang kecurian memaafkannya atau ia berdamai dengan si
pencuri setelah kasus tersebut sampai kepada hakim. Juga tidak
boleh menggugurkan hukuman bagi pezina meskipun sang sua-
mi atau yang lain telah memaafkan,

Hak Allah ini juga tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu
tidak wajib bagi ahli waris untuk melakukan ibadah yang tidak
dilakukan oleh orang yang mereka warisi, kecuali jika ia mewasi-
atkan untuk melaksanakannya. Ahli waris juga tidak bertanggu-
ng jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang
mereka warisi. Terhadap hak Allah ini berlaku “at-tadakhul®
(saling menimpa), maka orang yang melakukan perzinaan ber-
ulang kali atau mencuri berkali-kali dan belum pernah dihukum
terhadap kejahatan yang dilakukannya, maka cukup diberlaku-
kan untuknya satu kali hukuman. Karena tujuan dari hukuman
itu adalah agar yang bersangkutan jera atau berhenti, dan itu
sudah tercapai dengan satu kali hukuman.®

2) Hak Manusia

Hak manusia adalah sesuatu kemaslahatan atau kekuasaan
yang dimaksudkan untuk kepentingan khusus pemiliknya, baik
hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga har-
ta, melawan kejahatan dan kezaliman, menikmati fasilitas umum
milik negara, Demikian juga hak yang bersifat khusus seperti
menghormati hak seorang pemilik terhadap kepemilikannya,
hak penjual mendapatkan harga (uang) dan pembeli mendap-
atkan barang, hak seseorang untuk mendapatkan ganti dari har-
tanya yang dirusak dan mengembalikan harta yang dirampas,
hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dan hak
setiap orang untuk melakukan segala aktivitasnya. Dengan de-
mikian, apa yang berkaitan dengan hak manusia ini dikaitkan
kepada sifatnya dapat dipahami bahwa hak-hak manusia yang
berhubungan dengan hukuman mempunyai sifat sebagai beri-
kut:

Adanya pemaafan, pembebasan dan perdamaian dari pi-

i, . 367
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hak-pihak yang bersangkutan

Adanya hak penuntutan pada pihak yang terkena korban
atau walinya

Tidak berlaku sistem “at-tadakhul * (saling menimpa), jadi
hukuman dapat bertambah apabila perbuatan pidana berulang

Hak ini bisa diwariskan dan berlaku secara turun temurun
(pewarisan).*

3) Hak Bersama

Hak bersama ini merupakan penggabungan/menghimpun
dua hak sekaligus yaitu hak bersama antara hak Allah dan hak
manusia. Namun, terkadang hak Allah lebih dominan, seperti
hukuman “al-qadzaf" (tuduhan berbuat zina). Hukuman ini di-
maksudkan untuk melindungi wanita yang baik-baik dari tindak
pidana tuduhan yang tidak pada tempatnya dan membersihkan
masyarakat dari tindak pidana tersebut dari segala akibatnya
dengan tujuan terciptanya kemaslahatan umum. Hukuman ini
bertujuan untuk menghilangkan ‘aib wanita yang tertuduh dan
mengembalikan nama serta kehormatan manusia, hal ini terli-
hat merupakan hak manusia dan hak Allah yaitu pemeliharaan
terhadap kehormatan manusia serta mensucikan dunia dari
kezaliman. Jadi disini hak Allah lebih dominan.

Hak bersama antara hak Allah dan hak manusia ini terka-
dang hak manusia yang lebih dominan, untuk ini dapat terlihat
pada hak gishash (tuntutan balas), Disebut sebagai hak Allah
karena dimaksudkan untuk membersihkan masyarakat dari
tindak pidana pembunuhan, namun dalam hal ini hak manusia
lebih dominan yaitu adanya hukuman setimpal sehingga akan
menyembuhkan rasa sakit hatinya, karena prinsip qishash ada-
lah mumatsalah (persamaan), hal ini dapat dipahami dari firman

Allah dalam surat al-Maidah (QS. 5 : 45) yang berbunyi sebagai
berikut:

*Ibid, 11, 368
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Artinya : "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di da-
lamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan Jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang
melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi)
penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah
orang-orang yang zalim.'

Dari ayat di atas terlihat bahwa antara hak Allah dan hak
manusia bersamaan, namun prinsip persamaan ini lebih men-
gukuhkan hak manusia dari pada hak Allah. Namun status hak
manusia ini karena dia lebih dominan maka manusia mempu-
nyai hak memaafkan dalam seluruh bentuk hukumnya, hal ini
dapat terlihat ketika wali terbunuh memaafkan atau berdamai
dengan kompensasi yang ditawarkan, karena hal itupun dianjur-
kan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (QS. 2 :
178) berikutini:
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Artinya; Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
mendapat suatu pema‘afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendak-

lah (yang diberi ma'al) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah
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suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Baran-

gsiapa yang melampaui batas sesudah itu
, maka baginy: :
yang sangat pedih, ginya siksa

b.  Ditinjau dari segi dapat tidaknya digugurkan, hak terba-
gi dua, yaitu ;

1) Hakyang dapat digugurkan,

Pada dasarnya hak-hak dapat digugurkan kecuali apabi-
la terdapat sebab-sebab yang menghalangi pemiliknya untuk
menggugurkanya. Hak-hak yang dapat digugurkan misalnya:
hak syuf’ah, hak "khiyar" yaitu hak membatalkan atau meuerus:

kan perjanjian jual-beli karena terdapat cacat, hak qishash dan
sebagainya.

Hak-hak yang dapat digugurkan dibagi menjadi: hak yang
sah mengambil penggantiannya seperti hak gishash dan hak
yang tidak sah mengambil penggantinya seperti hak syuf’ah.

2) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan

Hak-hak yang tidak dapat digugurkan d )
sebagai berikut: 28 an sebab-sebabnya

a) Hak-hak yang belum ada ketika digugurkan seperti penggu-
guran isteri atas hak nafkah yang belum diterima dan belum
waktunya;

b) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena syara’ meman-

dang sebagai sifat zat yang pasti dan tidak dapat diingkari

seperti hak ayah atau kakek atas perwalian anak-anak atau
cucu-cucunya;

c) Hak-hs'ik yang tidak dapat digugurkan karena pengguguran
berarti merobah hukum syara’ seperti hak rujuk atas isteri

:::)mg di talak raji (ceral yang ada kesempatan rujuk kemba-

d) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena masih ber-
sangkutan hak pihak lain seperti: hak “hadlanah” (pemeli-
haraan anak) bagi ibu yang tidak dapat digugurkan karena
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1)

2)

1)

2)

dipthak anak mempunyai hak untuk dipelihara. Juga hak
hukuman qadzaf karena disamping hak seseorang yang di-
tuduh tersebut, juga ada hak Allah.

Ditinjau dari segi dapat tidaknya diwariskan, hak terba-
gi kepada dua, yaitu :

Hak yang dapat diwariskan.

Seperti hak penjual menahan barang yang dijual sebelum
dilunasi harganya, hak penerima gadai menahan barang ga-
daian, hak-hak irtifaq dsb.

Hak yang tidak dapat diwariskan

Adapun hak-hak yang tidak dapat diwariskan seperti: hak
syuf'ah, hak hadlanah dan hak perwalian,

Ditinjau dari segi objek hak, yaitu berkaitan dengan
benda atau tidak, dibagi pula kepada dua, yaitu :

Hak Maliyah.

Yaitu hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat, se-
bagaimana yang diungkapkan Mustafa Ahmad az-Zarqa, yai-
tu; Sesuatu (hak) yang berhubungan dengan benda-benda
konkrit, hutang piutang atau manfaat.

Hak Ghairu Maliyah

Hak Ghairu Malivah adalah hak yang tidak berhubungan
dengan benda, seperti; hak wali atas nama anak-anak atau
orang-orang yang di bawah perwaliannya, hak politik mis-
alnya hak memilih dan dipilih, hak-hak azasi misalnya hak
kemerdekaan,

Terhadap hak maliyah dibagi menjadi dua yaitu; hak syakhshi

dan hak “aini
1) Hak Syakhshi

Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan hak syakhshi se-'
bagai berikut; Yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara
bagi seseorang tehadap orang lain.

Hak ini hubungannya kadang-kadang dengan kewajiban
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2)

melaksanakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai un-
tuk kemaslahatan pemilik hak seperti dalam perjanjian jual
beli, penjual mempunyai hak atas harga yang harus diserah-
kan oleh pembeli dan pembeli sendiri mempunyai hak atas
barang yang harus diserahkan oleh penjual. Dan terkadang
hubungannya dengan keharusan untuk tidak melakukan
perbuatan yang akan merugikan pemilik hak seperti dalam
perjanjian "wadi‘ah” (penitipan), orang yang menitipkan
mempunyal hak atas orang yang menerima titipan untuk
tidak memakal barang titipan,

Hubungan-hubungan tersebut timbul karena adanya pern-
yataan kehendak dari masing-masing pihak seperti dalam
akad (perjanjian) maupun karena adanya satu pernyataan
kehendak seperti dalam “iradatul munfaridah”. Hak ini juga
timbul karena perbuatan seseorang. Seseorang yang mer-
usak barang orang lain maka kewajibannya adalah meng-
ganti barang yang dirusak dan pemilik mempunyai hak me-
nerima penggantian tersebut. Disamping itu juga terdapat
pihak yang memikul kewajiban semata, hubungan-hubun-
gan kewajiban itu disebut “iltizam".

Hak ‘aini

Hak ‘aini adalah hak yang timbul karena hubungan antara
seseorang dengan sesuatu benda tertentu secara langsung.
Seperti hak memiliki benda. Jadi pemilik benda mempunyai
kekuasaan langsung atas benda yang dimiliki. Oleh karena
ada dua unsur yang harus ada pada hak ‘aini yaitu pemilik
hak dan benda, tetapi pada hak syakhshi selain dari dua un-
sur tersebut diperlukan unsur ketiga yaitu pthak yang di-
tuntut. Pada satu benda terkadang terdapat dua hak yaitu
hak ‘aini dan hak syakhshi seperti terhadap benda yang di
"ghashab”. Hak pemilik benda terhadap benda tersebut ada-
lah hak ‘aini, namun hak pemilik untuk menuntut pengem-

balian benda dari pihak yang melakukan ghashab adalah
merupakan hak syakhshi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada hak ‘aini, di

antaranya adalah sebagai berikut ;
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1)

2)

Obyek hak ‘aini haruslah merupakan sesuatu benda terten-
tu sehingga pemilik hak mempunyai kekuasaan langsung
terhadapnya tanpa perantaraan pihak lain, Tetapi apabila
obyeknya sesuatu yang tidak berupa benda yang konkrit
bukanlah merupakan hak ‘aini tetapi hak syakhshi. Demiki-
an pula halnya jika benda yang dirampas bila dirusak oleh
siperampas maka hak pemilik benda dari hak ‘aini terh-
adap benda tersebut berubah menjadi hak atas nilai benda
yang menjadi tanggungan perampas sehingga menjadi hak
syakhshi.

Kekuasaan langsung atas sesuatu benda bagi pemilik hak
bukan berarti bahwa benda tersebut selalu berada ditan-
gannya, tetapi mungkin pula bahwa benda tersebut ken-
yataannya dikuasai pihak lain baik karena menurut aturan
syara’seperti benda dalam hal titipan yang berada di tangan
orang yang dititipi, maupun karena melanggar aturan syara’
seperti benda rampasan yang berada di tangan perampas
dan benda curian di tangan pencuri, tetapi hak kekuasaan
menurut hukum tetap pada pemilik benda.

Sehubungan dengan hak syakhshi dan hak ‘aini ini, para ul-

ama figh mengemukakan beberapa keistimewaan masing-mas-
ing, keistimewaan tersebut di antaranya;

(a) Hak ‘aini bersifat permanen dan mengikat bagi pemiliknya,

sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya,
bila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri
kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu
tetap ada dan dia berhak untuk menuntut agar harta yang
menjadi haknya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini
tidak berlaku dalam hak syakhshi. Perbedaan hak kedua itu
adalah hak seseorang dalam haq ‘aini terkait langsung den-
gan materi, sedangkan hak dalam hak syakhshi merupakan
hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang
telah mukallaf. Materi dalam hak aini boleh berpindah tan-
gan, sedangkan hak syakhsi tidak boleh berpindah tangan
dari pemiliknya.

(b) Hak ‘aini gugur apabila materinya hancur (punah), sedang-
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kan hak syakhshi tidalk dapat digugurkan, karena hak itu ter-
dapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu wakaf.
Misalnya, hak syakhshi yang berkaitan dengan uangnya y:mg.
dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam
punah/habis, hak syakhshi pemberi hutang tetap utuh, tidak
gugur dengan dengan hancurnya harta milik orang yang
berhutang. Hal ini adalah disebabkan hutang itu berkaitan
dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya
bukan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki ole‘h.

orang yang b
km“g}"' g berhutang. Tanggung jawab tidak boleh digugur-

Ditinjau dari segi kewenangan terhad
gi dua yaitu; & iadap hak, hak terba-

Hak Diyani (hak keagamaan), yaitu hak-hak yang tidak boleh
dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan, Misal-
nya, dalam hal persoalan hutang yang tidak dapat ciibukti-
kan pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti di de-
pan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan
pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berhutang di
hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawaban-
nya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan peng-
adilan, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah SWT, :

:a'l: Qadha'i (hak pengadilan), yaitu seluruh hak yang tun-
uk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu
mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di
depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada perso-
alan zahir dan batin, Hakim hanya boleh menangani hak-hak
dyang zahir (tampak nyata) atau boleh dibuktikan saja, se-

angkan haqq diyani menyangkut persoalan-persoalan yang
tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di depan pen-
gadilan. Dalam Kaitan dengan kedua hak inilah para ulama
figh membuat kaidah figh yang menyatakan: Hakim hany;
menangani persoalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan
Allah’ akan menangani persoalan-persoalan yang tersem-
bunyi (vang sebenarnya) dalam hati,
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B. MILIK DAN PEMBAGIANNYA

1. Pengertian Milik

Milik berasal dari bahasa arab “al-Milk" yang secara etin\?lo-
gl berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang
dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabl yaitu :

O3 adlly sLAYH () 4 e ae JL DLV

7

“Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk
berbuat apa saja terhadapnya.”

Ali al-Khafif menjelaskan bahwa:

3 aly g SV r o SE gl 2 sl ML

L3 o it (B W Y] 4

"Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan

untuk bertindak/berbuat apa saja padanya.selama tidak ada lar-
angan syara’ terhadapnya.’

Secara terminologi, para ulama figh memberikan penger-

tian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi

itu sama, di antzra pengertian itu adalah:

9.69,:5\ C;U.\ pls Lo

“Wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang

memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginann-
va selama tidak ada halangan syara™

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang
dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam
penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan
memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum

™ M. Mustafa Syalabl, al-Madihal fi Ta'rifi bi al-Figh al-Iekarmy wa Qawald

- ! . 245.
g I-Uqud Fihi, 11 (Mesir: Dar at-Ta'ri,1960), h .
A\ Mllquah.lxt':' :I-Kgx:ﬁl. Ahkam al-Muamalat al-Syar’ivah (Dar al-Fikr al-Araby, tth), h.

37.
* Ibid, h. 38,
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terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan mem-
injamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari
syara’. Contoh halangan’ syara antara lain adalah orang itu belum
cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau ke-
cakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga

dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum ter-
hadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyendirikan sesuatu
benda secara sah, maka benda ity menjadi hak dia (monopoli)
atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat
dan berbuat apa saja terhadapnya, kecuall apabila ada halan-
gan sepertl gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh
mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka ke-
cuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya
bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat atau seorang
wali yang melaksanakan hak perwaliannya,

2. Pembagian Milik

Pemilikan atau kewenangan khusus terhadap sesuatu ada-
kalanya hanya terhadap materi benda saja, adakalanya hanya
pada manfaat benda, dan adakalanya terhadap materi dan man-
faat secara bersamaan. Adapun kepemilikan berdasarkan materi
dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hai ini
Mustafa A. Zarqa menyebutkan pembagian tersebut yaitu; milik
sempurna dan milik tidak sempurna.'® Berikut penjelasannya;

@) Al-milk at-tamm (milik sempurna), yaitu apabila materi dan
manfaat harta Itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, se-
hingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah
penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak di-
batasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang
lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia be-
bas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya se-
cara bebas selama tidak bertentangan dengan syara’,

b)  Al-milk an-nagish (milik tidak sempurna), yaitu apabila ses-
eorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya

" Mustafa Ahmad Zarqa, Nazhariyyah al-litizan (Bebrut: Dar al-Fikr, 1946), .
259,

27



FIQIH EKONOMI

dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai
sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau se-
seorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya dis-
erahkan kepada oranglain, apakah dengan cara sewa atau-
pun peminjaman,

Ulama figh telah memberikan beberapa ciri khusus terh-

adap al-milk at-tam (milik sempurna) dan al-milk an-naqish (mi-
lik tidak sempurna).

Adapun yang menjadi ciri khusus terhadap milik sempurna

adalah:

1)

2)

3)

4)

Sipemilik bebas berbuat apa saja (secara mutlak) terhadap
materi harta dan manfaatnya dengan segala tindakan yang
tidak dilarang syara; seperti menjual, menyewakan dan se-
bagainya sepanjang tidak merugikan orang perseorangan
maupun masyarakat dan negara.

Sipemilik boleh mengambil manfaat harta yang dimilikinya
dengan berbagai cara, tanpa ada batasan waktu dan tempat
selama tidak dilarang oleh syara’, seperti rumah yang dimi-
liki dijadikan tempat maksiat.

Kepemilikan sempurna ini tidak dibatasi oleh waktu dan
tempat kecuali adanya pemindahan kepemilikan disebab-
kan adanya tindakan hukum yang sah menurut ketentuan
syara', seperti disebabkan pewarisan, karena rusak dan se-
bagainya.

Apabila sipemilik merusak harta miliknya, tidak berkewa-
jiban mengganti kerugian namun tindakan yang demikian
merupakan perbuatan yang sia-sia. Terhadap hal demikian
bukan berarti bahwa pemilik bebas merusak harta milikn-
ya dan bebas dari hukuman. Apabila dipandang perlu, maka
pemerintah boleh saja menjatuhkan sanksi kepada Pcmilik
yang demikian itu, hal ini mengingat untuk pemeliharaan
alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan pemerintah
juga dapat memutuskan yang bersangkutan harus berada
di bawah perwalian karena adanya gangguan kejiwaan.

5) Pengguguran kepemilikan terhadap harta tidak akan terjadi
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kecuali dengan cara yang dibenarkan syara. Misalnya ses-
eorang menggugurkan hak miliknya terhadap suatu harta,
maka hata tersebut tetap sebagai miliknya.

Sedangkan ciri-ciri khusus milk an-naqish (milik yang tidak

sempurna) adalah;

1)

2)

3)

4)

5)

Kepemilikan tersebut dibatasi oleh waktu, tempat dan sifat-
nya.

Kepemilikan ini tidak dapat diwariskan, ini menurut pen-
dapat ulama Hanafiyah, karena menurut mereka manfaat
tidak termasuk harta sesuai pengertian harta yang mereka
kemukakan, sementara jumhur ulama membolehkannya,
seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.

Orang yang akan memenfaatkan harta itu dapat menuntut
harta itu kepada pemiliknya apabila harta tersebut sudah
diserahkan pemiliknya kepada orang yang akan meman-
faatkannya, karena harta itu menjadi amanah di tangan-
nya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak se-
wenang-wenang terhadap harta tersebut.

Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban
mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti binatang ter-
nak harus diberi makan atau kenderaan (mobil) yang digu-
nakan harus diisi bensinnya dan lain-lain.

Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk
mengembalikan harta rersebut apabila sudah sampai pada
waktu yang disepakati, kecuali apabila orang yang meman-
faatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian
tersebut, Seperti memanfaatkan sebidang sawah, dimana
sipemilik sawah meminta untuk mengembalikan sawahnya,
sementara padl yang ditanamnya belum layak untuk dipa-
nen, Maka dalam hal ini orang yang memanfaatkan harta
tersebut dibolehkan untuk memanen padinya terlebih da-
hulu pada waktu layzak panen, karena kalau dipaksakan pa-
nen sebelum waktunya akan membawa kemudharatan bag|
pemilik padi yang memanfaatkan sawah tersebut.
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3. Sebab-sebab Memiliki

Sebagaimana pada pembahasan di atas bahwa macam-
macam milik itu ada dua, oleh sebab itu sebab-sebab memiliki
dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut.

a. Sebab-sebab pemilik sempurna.

Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah.
disepekati oleh ulama figh sesuai yang disyari'atkan Islam, yaitu;

cara pengambilan atau penguasaan harta yang di-
L gs;g:‘k:m (lhr?uz agl-mubahah). Melalui penguasaan terhaldap
harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hu ;m;:
lainnya, yang dalam Islam disebut seb:'agai harta yang mu S; ¢
Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yangD a
ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. lan
dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau dipe.riual ;“el-
likannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, ka-
rena harta tersebut sudah menjadi miliknya.

ji ikatan) pemindahan milik
2) Dengan cara akad (perjanjian, peri
: (al-‘uqud an-agilah lil milkiyah). Ini melalui suatu transaksi
yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembag‘a hu-
kum. Seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam
dan lain-lain.

3) Dengan cara penggantian (al-khalafiyah), artinya m;:l:m:
pati atau mengganti kedudukan pemllik'yang memiliki har
ta (warisan), Dimana seseorang menjadi pemilik sempun:ta.
melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, sepert
menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.

4) Dengan cara pertambahan atau kelahiran (at-tawallud min
al-mamluk).

5) Hasil /buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, l:aik
hasil tersebut datang secara alami seperti'buah dari po 1;11
yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari dom zt
yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan s;p-
erti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan da
gang yang diperoleh seorang pedagang.
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Keempat cara di atas (memperoleh milik sempurna) meru-
pakan pendapat yang sudah disepakati ulama figh, namun pada
cara yang kedua yaitu dengan cara akad, “Abdurrazaq as-Sunhuri
dalam kitabnya "Mashadirul haq fi fighil Islamiy” telah merinci
akad menjadi dua bagian, yaitu akad yang terjadi pada dua pi-

hak, seperti jual beli, dan akad yang terjadi hanya pada satu pi-
hak saja seperti wasiat,

Jika dicermati cara meperoleh milik sempurna melalui per-
tambahan yang berkaitan maupun yang terpisah adalah menja-
di miliknya, tentulah tak seorangpun yang dapat turut campur
memilikinya. Dengan demikian, segala harta yang tumbuh atau
lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang
menjadikan tetapnya milik harta pokok. Barang siapa memiliki
seekor binatang ternak yang diperoleh dengan cara akad atau-
pun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang
lahir dari padanya di masa-masa yang akan datang, sebab has-
il-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpi-
sah dari harta pokol: Oleh karenaritu bukanlah cara baru pemili-
kan. Dengan demikian, pertambahan atau kelahiran dari sesuatu

harta yang dimiliki kuranglah tepat jika dipandang sebagai cara
tersendiri dalam memperoleh milik sempurna.

b. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna,

Pemilikan tidak sempurna (al-milk an-naqish) akan diper-
oleh melalui empat cara, yaitu:

1) Al-ljarah (sewa menyewa), ini merupakan pemilikan man-

faat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti
sewa rumah, hotel dan lain-lain.

2) Al-I'arah (pinjam meminjam), ini merupakan akad terhadap

pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Seperti seseorang mem-
injam buku kepada orang lain.

3) Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap
kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu ada-
lah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseo-

rang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang
dikehendaki pemberi wakaf.
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4) Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasi-
at wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberi-
an sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa
ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

Mempergunakan fasilitas umum, ini hanya menurut golon-
gan hanafi. Dimana mereka berpendapat selain yang empat
diatas, mempergunakan fasilitas umum sebagai izin umum dan
izin khusus dari pemilik harta (ibahah), ini merupakan kebole-
han yang diberikan untuk mempergunakan suatu harta dan ter-
masuk kepada bentuk kepemilikan tidak sempurna.

Ibahah tidak menjadikan benda itu menjadi milik, karena
ibahah bukan penyerahan atau pemberian milik. Apabila sese-
orang memperkenankan temannya untuk makan makanan atau
memetik buah-buahan di di kebunnya, maka teman itu tidak
mempunyai hak milik atas makanan dan buah-buahan itu, dia
tidak berhak menjual atau memperkenankan orang lain untuk
memakannya, dia hanya mempunyai hak untuk memakannya
sendiri. Orang yang demikian itu bukanlah jadi pemilik sem-
purna, oleh sebab itu dia tidak boleh menjual dan memboleh-
kan orang lain untuk memetik dan memakannya. Demikian pula
halnya jika seseorang diperkenankan untuk memanfaatkan
barangnya, maka teman tersebut hanya mempunyai hak mem-
pergunakannya sendiri dan tidak berhak meminjamkan barang
tersebut kepada orang lain. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa kebolehan yang dimaksud dari pemilik benda kepada
orang lain bukan karena (perjanjian) hibah ataupun pinjam
meminjam, tetapi karena kerendahan dan kebaikan sipemilik
harta untuk mencari ridha Allah.
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BAB III
KETENTUAN POKOK
TENTANG HARTA

A. PENGERTIAN HARTA

kataljam’a udalam bahasa Arab disebut “al-Mal", berasal dari
. Mmaia” yang secara etimologi berarti condong, cenderun

miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-n 8;

diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangk';m mam::a

dan mereka pelihara, baik dala
% mb mate
bentuk manfaat. entuk materi maupun dalam

. Harta merupakan suatu kebutuhan dan be
ll;ndupan yang juga sebagai media untuk kehid:::?lr:ia:l:;t:il"(aet.
k:‘ antara ayat al-Qufan yang menyatakan bahwa harta merupa:
n salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam surat
al-Kahfi (QS.18:46) yang berbunyi sebagai berikut: -

Y g |.|‘
“‘ ke % ,’of ".4 g *P <7, ol » 5
L(,)"’QL).L._&A»\*&!_:J‘\:A,!‘_J[’ l;"“'" i};’-"iigb ; '33 .

t‘
D33

Artinya: "
i ya: "Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan du-

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dike-

mukakan para ulama. Di antaran
; menurut
mukakan bahwa harta itu adnlahyjl ut Ibnu Abidin menge-

Sesuatu yang disenangi
gi naluri dan mu : :
untuk waktu yang diperlukan, ngkin dapat disimpan

meml’;ngie;tian inldmenurut ulama Hanafiyah, di mana mereka
erl batasan dengan kemungkinan d

apat disimpan untuk
mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta
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Muhammad Mustafa Syalabi mendefinisikan harta adalah;
Sesuatu yang (mungkin) dapat dikuasai dan atau dapat disim-
pan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Menurut Jumhur Ulama, selain ulama Hanafiyah mendefini-
sikan harta adalah; Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan
dikenakan ganti rugl bagi orang yang merusak atau menghilan-
gkannya,

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensl harta yang
dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut
jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan
juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu han-
yalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke da-
lam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa ter-
lihat pada contoh berikut ini; apabila seseorang merampas
(al-ghasbu) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa
izin. Menurut jumhur, orang yang tersebut dapat ditunutut ganti
rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal
ini mereka berpendidrian bahwa manfaat suatu benda meru-
pakan unsur terpenting dalam harta, karena nilal harta diukur
pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggu-
naan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi,
karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya se-
kedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap
utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membe-
narkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam implikasi lain terhadap perbedaan pendapat ulama
Hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul dari perbedaan
pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan dalam bentuk
kasus sewa menyewa (al-ijarah). Apabila seseorang menyewa-
kan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menye-
wa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik ru-
mah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama
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Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah tersebut batal, karena
pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus dlseral;kan ke-
pada ahli warisnya, karena manfaat rumah yang disewanya itu
tidak termasuk harta, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa kontrak
sewa menyewa tetap berlangsung sampai habis masa kontrak
yang telah disepakati, sekalipun pemilik rumah telah meninggal
dunia, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan ke-
pada ahli waris, Berakhirnya akad sewa menyewa apabila sudah

jatuh tempo yang sudah disepakti di awal akad, bukan karena
wafatnya si pemilik rumah.

Ulama Hanafiyah Mutaakhkhirin (generasi berikutnya/be-
lakangan) berpendapat bahwa definisi al-mal yang dikemuka-
kan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan
kurang akomodatif, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam
surah al-Baqarah (QS.2:29) Allah menjelaskan bahwa segala ses-
uatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk diman-
faatkan oleh umat manusia, Di antara ulama Hnafiyah Mutaakh-
khirin itu adalah Mustafa Ahmad az-Zarqa', seorang pakar figh
yang berasal dari Syria dan bermukim di ‘Amman, Yordania, se-
lain dia ada seorang guru besar figh Islam di Fakultas Syari‘ah
Universitas. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi
al-mal sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama di
atas, karena permasalahan al-mal terkait dengan persoalan
kebiasaan, adat istiadat, situasi dan kondisi suatu masyarakat.
Menurut mereka, sesuai dengan pertumbuhan dan perkemban-
gan zaman, terkadang manfaat suatu harta lebih banyak meng-
hasilkan penambahan harta dibanding wujud harta itu sendiri
sepertl perbandingan haga antara menyewakan rumah selama;
beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Terhadap hal
ini, Mustafa Ahmad az-Zarqga'memberikan definisi al-mal adalah

segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan mas-
yarakat.
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B. FUNGSI DAN UNSUR-UNSUR HARTA.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan har-
ta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga
persoalan harta termasuk ke dalam salah satu adh-dharuriyat
al-khamsah (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama,
jiwa, keturunan dan harta, Berdasarkan ini, tentunya memper-
tahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain
dengan cara yang tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat
mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian seseorang tidak
boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartan-
ya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan
hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan Syara’. Oleh sebab
itu, terhadap kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk
kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberi-
kan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam ha-
ruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan diman-
faatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi
pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial da-
lam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini bisa kita
pahami dari sabda Rasulullah SAW. Yang artinya ; Bahwa pada
setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat. Ha-
dis Riwayat Tirmizi.

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseo-
rang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfun-
gsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Di samping itu,
Rasulullah SAW juga melarang membuang-buang harta, seba-
gaimana sabda beliau yang artinya; Rasulullah SAW melarang
membuang-buang harta. (HR al-Bukhary dan Muslim).

Berdasarkan hadis Rasul di atas, dapat dipahami bahwa se-
kalipun seseorang telah memiliki hartayang berlimpah, tidak bo-
leh dan tidak berhak dia berbuat sesuka hati terhadap hartanya,
membuang harta secara percuma, karena di dalam hartanya itu
terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya.
Dalam kaitan ini, seseorang yang secara mubazir menggunakan
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ha
rtanya, menurut para ulama figh orang tersebut haruslah di-

tetapkan sebagai seseoran
ang yang berada di b:
pengampuan (al-Hajr). 8 bawah perwalian/

; Ber:.m'gkat dari pengertian harta yang dikemukakan di atas
aapl.:lt disimpulkan bahwa, sesuatu itu dapat dikatakan haru;
pabila punya dua unsur/memenuhi ketentuan berikut, yaitu;

1) g;lgatt :il:::uasai c(l]an atau dapat disimpan. Maka sesuatu yang
a uasal dan disimpan terseb ;
Fustyonci p ebut tentulah ada wujud

2) Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan, Jadi sesuatu

yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Muhammad Salam Madkur me
misahkan -
itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu: unsur-unsur harta

1) Dapat dimiliki

2) Dapat diambil manfaatnya

3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara’ dalam keadaan

biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Ulama Hanafiyah seba
gaimana pengertian harta yang mere-
ka kemukakan, maka unsur harta itu ada dua, yaitu; -

1) ‘Ainiyah, vaitu sesuatu itu h
o) aruslah ada ‘ainnya atau mater-
inya yang mempunyai wujud nyata, - =

2) ‘Urf (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh

sebagian orang atau
secara umum memandan
atau bukan harta, BASderos

I t'[)err-llkil;mlah unsur-unsur sesuatu itu dipandang sebagai
: : 'f dat.m ukan. Apabila salah satu atau kesemua unsur terse-
ut tidak terdapat, maka sesuatu itu bukanlah harta,

Kriteria sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan ter-

gantung pandangan selurul
1 atau sebagian manu
kan hal tersebut, maka; ) L

? l*:a;koba. anjing, babi dan sejenisnya adalah sesuatuy yang
apat disimpan dan dipelihara oleh orang yang non muslim
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maka bagi mereka itu merupakan harta karena terpenuhinya
unsur kebendaan. Namun bagi kaum yang muslim karena dila-
rang mengambil manfaat barang-barang tersebut, maka tidak-
lah dikatakan harta sekalipun dapat disimpan.

Sesuatu yang telah dipandang sebagai harta akan tetap se-
bagai harta, kecuali apabila seluruh manusia telah membiarkan
dan menelantarkannya. Apabila seseorang atau sebagian manu-
sia membiarkan atau membuang sesuatu karena tidak berman-
faat lagi baginya seperti botol bekas minuman, pakalan, tetapi
oleh seseorang atau sebagian orang masih dipandang berman-
faat, maka sesuatu itu tetap dipandang sebagai harta baginya.

C. PEMBAGIAN HARTA DAN AKIBAT HUKU-
MANNYA
Pembagian harta ini para ulama telah mengelompokkannya

kepada beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi den-
gan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri.

1. Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya
menurut syara, harta dibagi kepada :

a.  Mutaqawwim (bernilai)

Mustafa Syalabi mendefinisikan harta mutagawwim adalah;
Sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan syara” men-
gambil manfaatnya.

b. Ghairu Mutagawwim (tidak bernilai)

Ghairu Mutagawwim yaitu sesuatu yang tidak diboleh-
kan syara' mengambil manfaatnya, seperti babi,anjing dan
khamar.

Pembagian harta kepada mutagawwim dan ghairu mutaqa-
wwim akan berakibat hukum kepada :

1) Harta mutaqawwim dapat dijadikan obyek transaksi, seperti
jual beli, yaitu sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan
ghairu mutaqawwim tidak dibolehkan syara’

2) Harta mutagawwim mendapat perlindungan dan jaminan,
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apabila dirusak oleh seseorang maka ia dituntut ganti rugi
y.?lt?x tuntutan mengganti dari pada benda serupa atfl;
mlamy’n. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat jika h;;r-
ta ghairu mutaqawwim ity milik kafir dzimmi ( kafir yan

hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan ne arf
Islam ) dirusak atau dibinasakan oleh orang muslim mgak;
muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena hnrta‘ tersc:-
but termasuk harta mutaqawwim bagi kafir dzimmi, namun
jumhurulama selain Hanafiah berpendapat bahwa t;rhad'l

kasus di atas seorang muslim tidak dituntut ganti rugi.km:e‘3

2. Ditinjau dari segi dapat atau tid
ak
harta dibagi kepada : R

a.  Harta Manqul (bergerak)

Ali al-Khafif memberi definisi harta manqul adalah; ses-
uatu harta yang mungkin dipindahkan dari tempat semu-

la ke tempat lain tan
pa mengalami perubahan bent
keadaan karena perpindahan itu. o

ladi harta manqul ini sesuaty yang dapat dipindahkan dari
suatu tempat ke tempat yang lain, baik harta tersebut teta
dalam bentuk dan kondisinya berubah akibat dlpindahka:
Harta ini seperti uang, pakaian, makanan, buku dan berb:
agal jenis barang yang bisa diukur dan ditimbang,

b.  Harta Yqar (tidak bergerak)

Di antara pengertian ‘igar tersebut adalah; Sesuatu harta
yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya semula
Pengertian ini dipahami bahwa yvang demikian itu han :
tanah dan apa-apa yang mengikut padanya, i

Para fuqaha, dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah ber-
beda pendapat terhadap harta manqul dan ‘iqar tersebut
Menurut Hanafiyah bahwa bangunan, pepohonan dan ta:
nam-tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai harta
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‘iqar kecuali dalam status mengikut pada tanah, Maka, apa-
bila tanah yang ada bangunan di atasnya atau ada tanaman,
lalu tanah tersebut dijual, maka akan diterapkan hukum
‘igar untuk segala yang mengikut kepada tanah, baik beru-
pa bangunan ataupun yang lainnya. Sementara, kalau hanya
bangunan atau tanaman itu saja yang dijual tanpa tanahn-
ya maka dalam hal ini tidak diberlakukan hukum ‘igar . Jadi
menurut Hanafiyah, harta ‘fqar tidak mencakup apa-apa ke-
cuali hanya tanah saja, sementara manqul mencakup segala
sesuatu selain dari tanah.

Menurut Malikiyah, mereka mempersempit pengertian
manqul dan meluaskan pengertian ‘igar. Mereka ber-
pendapat bahwa manqul adalah sesuatu yang dapat dipin-
dahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap
dalam kondisi dan bentuknya semula, seperti buku, pakaian,
kendaraan dan sebagainya. Sedangkan ‘iqar adalah sesuatu
yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali seperti tanah,
atau mungkin dipindahkan tetapi terjadi perubahan bentuk
ketika dipindahkan seperti bangunan dan tanaman. Bangu-
nan ketika dipindahkan akan hancur dan berubah menjadi
puing-puing, demikian pula tanaman akan berubah menjadi
kayu-kayu.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta jenis ini, para

ulama figh berpendapat bahwa;

1)

2)

Syuf’ah (hak beli atas bagian harta syarikat) hanya ditetap-
kan pada harta 'iqar (tidak bergerak), bukan pada harta
manqul (bergerak). Apabila harta manqul dijual mengikut
harta pada ‘iqar, maka syuf’ah diberlakukan pada keduan-
ya. Terhadap jual beli al-wafa’ (jual beli bersyarat, dimana
sipenjual bisa membeli kembali barang yang telah dijualn-
ya), hal ini hanya berlaku pada "iqar dan tidak berlaku pada
manqul.

Wakaf, untuk wakaf dapat dilakukan terhadap harta tidak
bergerak, ini disepakati para ulama figh. Namun wakal ter-
hadap harta bergerak, ulama Hanafiyah tidak membolehkan
kecuali ada hubungannya, atau ada atsar yang yang menun-
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jukkan sahnya seperti kuda, senjata atau menurut kebiasaan
yang mashur seperti wakaf kitab dan sejenisnya. Akan tetapi

jkumhur ulama membolehkan harta bergerak untuk diwakaf-
an.

Muflis, yaitu orang yang dinyatakan pailit, maka untuk melu-
nasi 'lll.'lllg seorang yang muflis dapat dilakukan dengan cara
menjual hartanya yang manqul (bergerak) terlebih dahulu
sebelum hartanya yang 'iqar (tidak bergerak).

Al-Washi (orang yang diberi wasiat). Pelaksana wasiat dapat
bertindak atas nama qashir (orang yang belum memenuhi
kriteria untuk melakukan tasharruf secara sempurna pada
hartanya), Seorang washi dapat menjual harta manqul un-
tuk kebutuhan mereka sepanjang ada kemaslahatan dan ti-
dak berlebihan, harta ‘iqar (tidak bergerak) dapat dijual jika
ada hal yang mendesak dan dibolehkan syara’ seperti untuk
melunasi utang menutup kebutuhan yang sangat penting,
ataupun untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.

Hak-hak tetangga dan irtifaq. Terhadap hak ini ditetapkan
hanya pada ‘iqar (harta tidak bergerak), jadi tidak ada hak
irtifaq pada pada harta manqul (harta bergerak).

Hikmah pembagian harta jenis ini, menurut Abu Hanifah dan
Abu Yusuf, tidak bisa dipersepsikan adanya al-ghashbu atau
perampasan terhadap harta ‘iqar (tidak bergerak), karena
harta tersebut tidak mungkin untuk dipindahkan dan dikua-
sai yang merupakan syarat al-ghasb. Tetapi menurut jum-

hur ulama berpendapat bahwa pada harta ‘iqar dan manqul
dapat juga terjadi perampasan.

3. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan har-

ta tersebut dapat dibagi kepada mitsli dan qimi,
berikut ini penjelasannya;

Mitsli (harta yang ada persamaannya).

Harta mitsli ini adalah suatu harta yang punya persamaan
dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada
perbedaan yang signifikan. Harta mitsli ini biasanya terin-
dikasi pada 4 (empat) jenis/sifat, yaitu harta yang dapat
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ditimbang (al-mauzuunaat) seperti tepung, kapas. Harta
yang dapat ditakar (al-makilat) seperti gula, beras. Har-
ta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta dan se-
bagainya (adz-dzar'iyyat) seperti kain, tali yang seluruh ba-
giannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta
yang dapat dihitung dan dijumlah (al-‘adadiyyat) yang uku-
rannya hampir sama seperti kelapa, telur dan lain-lain.

b.  Qimi (harta yang tidak ada persamaannya).

Harta gimiini tidak punya persamaan dan jenis dan padanan
di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan
yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unit-unit
dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi
seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitab-kitab
yang masih berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno dan
lain-lain.

Harta mitsli akan dapat berubah menjadi harta gimi ataupun
sebaliknya yaitu harta gimi juga dapat berubah menjadi harta
mitsli. Hal'mi akan dipgngaruhi oleh beberapa kondisi, oleh se-
bab itu harta mitsli akan berubah menjadi qimi, kondisi tersebut
akan terjadi apabila:

1) Ketika tidak ada di pasar. Apabila tidak ditemukan lagi harta
mitsli di pasar, maka harta mitsli akan berubah menjadi har-
ta qimi.

2) Ketika terjadi percampuran. Apabila terjadi percampuran
antara dua harta mitsli, dimana kedua harta tersebut ber-
beda jenis dan kualitasnya, seperti hinthah dan sya'ir (kedu-
anya merupalan jenis gandum) maka percampuran kedua
jenis gandum tersebut berubah menjadi harta gimi.

3) Ketika punya resiko bahaya. Apabila harta mitsli beresiko
akan mendapatkan bahaya, seperti bahaya terbakar atau
tenggelam maka ia akan punya nilai (gimah) yang khusus.

4) Ketika terdapat cacat atau telah digunakan, Apabila harta
mitsli punya cacat atau telah dipakai dan digunakan maka ia
akan punya nilai khusus.

Demikian pula sebaliknya, yaitu harta gimi akan berubah

42

SRISUDIARTI

menjadi mitsli, hal ini akan dapat terjadi apabila harta qimi su-
dah banyak dan mudah dijumpai dimana sebelumnya tidak de-
mikian. Jadi, apabila suatu harta yang tadinya jarang dijumpai di
pasaran yang kemudian berubah jadi banyak dan mudah dijum-
pai di pasaran maka ia akan berubah menjadi mitsli di mana se-
belumnya ia memiliki nilai (gimah) secara khusus.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada al-mits-

li dan al-gimi ini akan terlihat dalam beberapa hal yang di anta-
ranya sebagal berikut.

1) Dalam hal tanggungan atau jaminan.
Harta mitsli dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggung-
an dalam melakukan muamalah, artinya ia bisa menjadi har-
ga dalam suatu jual beli dengan cara menentukan sifat dan
Jenisnya, sedangkan harta gimi tidak bisa dijadikan sebagai

jJaminan atau tanggungan, sehingga ia tidak bisa menjadi
harga dalam bermuamalah,

2) Dalam hal kerusakan,

Harta mitsli tersebut jika dirusak oleh seseorang, maka ha-
ruslah digantinya sesuai jenis dan sifat harta yang dirusak-
nya tersebut. Sedangkan harta qimi, jika dirusak seseorang
maka haruslah menggantinya sesuai nilai atau harga yang
diperhitungkan, artinya seseorang yang merusak harta qimi
cukuplah baginya mengganti yang serupa dengannya darl.
segi substansi sifatnya sebagai harta yaitu nilal atau hargan-
ya.
3) Dalam hal riba.

Harta mitsli dapat menjurus kepada riba yang diharam-
kfln ketika melakukan transaksi, karena dalam bertransak-
si mengharuskan samanya dua barang yang sejenis dalam
segi kapasitas dan ukuran sehingga kelebihannya merupa-
kan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan pada harta qimi
tidak mungkin terjadi riba yang diharamkan, karena pada

harta gimi tidak mungkin ditemukan kesamaan dan jenis
barang.
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4. Ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya,
harta dapat dibagi kepada:

a.  Harta Istihlaki adalah harta yang ketika digunakan untuk
menikmati manfaatnya sebagaimana biasa adalah dengan
cara menghabiskan zatnya, sepertl makanan, minuman, sa-
bun, minyak, kayu bakar dan lain-lain, Demikian juga uang
termasuk harta istihlaki, karena cara memanfaatkannya
adalah dengan cara keluarnya ia dari tangan si pemiliknya
meskipun pada prinsipnya zat uang tersebut tetap ada.

b. Harta isti'mali adalah harta yang dapat digunakan dan di-
ambil manfaatnya berulang kali namun zatnya masih tetap
utuh, seperti rumah, pakaian, buku dan lain sebagainya.

Dari kedua bentuk harta ini dapat dilihat dari sisi pemanfaa-
tannya yang pertama, bukan pada kondisi yang pemakaiannya
yang dapat digunakan secara berulang kali. Jadi, apabila zat har-
ta tersebut hilang atau habis ketika pertama kali dimanfaatkan
maka ia tergolong harta istihlaki, tetapi, apabila zat harta terse-
but tidak hilang atau tidak habis dan dapat dimanfaatkan secara
berulang kali maka ia tergolong harta isti‘mali.

Akibat hukum dari pembagian ini, ulama figh melihat dari
segi akadnya, yaitu: A

1) Harta istihlaki akadnya hanya bersifat tolong menolong,
karena objek suatu perjanjian ditujukan kepada manfaat
harta bukan kepada zatnya, seperti /'‘arah (perjanjian pin-
jam meminjam).

2) Harta isti'mali, selain sifatnya tolong menolong juga boleh
ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan, seperti ija-
rah (perjanjian sewa menyewa).

Pembagian harta kepada istihlaki dan isti'mali ini terlihat
dalam hal dapat tidaknya harta tersebut menjadi objek dalam
suatu perjanjian. Karena ada beberapa perjanjian yang dituju-
kan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya.
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5. Ditinjau dari segi status/kepemilikan harta, harta
juga dapat dibedakan kepada:

a  Mal al-mamluk (harta yang sudah dimiliki) yaitu suatu har-
ta yang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan baik
secara perscorangan, kelompok masyarakat maupun badan
hukum seperti pemerintah, organisasi ataupun yayasan, ke-
cuali terjadi akad-akad yang memindahkan kepemilikan.

b.  Mal al-mubah (harta bebas/yang tidak dimiliki) yaitu harta
yang tidak ada pemiliknya, seperti binatang di hutan belan-
tara, ikan di lautan dan sebagainya. Harta seperti ini dapat

dimiliki setiap orang karena mungkin dikuasal dan disim-
pan, kecuali ada sebab-sebab tertentu.

¢ Mal al-mahjur (harta yang tidak boleh dimiliki) yaitu harta
yang menurut syara’ tidak boleh dimiliki dan diserahkan ke-
pada orang lain. Jadi harta ini tidak boleh dimanfaatkan un-
tuk kepentingan pribadi tertentu. Seperti harta wakaf dan
harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.,

Akibat hukum pada pembagian harta kepada bentuk ini
adalah:

1) Malal-mamluk apabila milik negara, maka pemanfaatannya
ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dan mas-
yarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta
itu dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Apabila milik
suatu lembaga/organisasi, maka pemanfaatannya untuk
kepentingan lembaga/organisasi ataupun anggotanya tan-
pa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam lembaga/
organisasi tersebut. Untuk harta milik seseorang, dia bebas
menggunakannya sesuai aturan syara) namun jika terdapat
hak orang lain seperti jaminan utang, atau sedang disewa
orang maka pemiliknya tidak boleh bertindak hukum den-
gan menghilangkan hak-hak orang lain tersebut. Apabila
harta tersebut milik bersama/berserikat di antara beberapa
orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta
tersebut terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-
hak teman serikatnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak
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2)

3)

tidak boleh merusak atau menghilangkan harta tersebut,
juga tidak boleh merubah bentuknya, dan tidak dibenarkan
melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang sudah
disepakati bersama oleh para pemilik harta bersama/bers-
erikat.

Mal al-mubah sebagai harta yang tidak berada di bawah
penguasaan seseorang, maka harta tersebut dapat dikuasai
dan disimpan oleh siapapun dengan usaha yang dilakukan-
nya.

Mal al-mahjur sebagai harta yang dilarang syara’ untuk
memilikinya, maka harta ini merupakan harta yang dapat
dimanfaatkan dan diperuntukkan hanya bagi kepentingan
umum.

Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dibagi, harta
dapat dibedakan kepada:

Qabilu lil gismah, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak
akan menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaat
harta tersebut. Seperti, beras, tepung, minyak dan air boleh
dibagi tanpa merusak dan mengurangi manfaatnya.

Ghairu qabili lil gismah, yaitu harta yang tidak akan bisa
dimanfaatkan jika dibagi, karena harta tersebut akan rusak
dan tidak bermanfaat. Seperti, meja, kursi, piring, gelas dan
lain-lain

Akibat hukum terhadap pembagian harta kepada bentuk ini

adalah:

1)

2)

Syirkah pada harta yang dapat dibagi boleh dilakukan ek-
sekusi putusan hakim berdasarkan “qismah at-tafriq” yaitu
pembagian berdasarkan pemisahan. Seperti sebidang tanah
dibagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Berbeda
dengan harta yang tidak dapat dibagi, caranya adalah ber-
dasarkan “qismah ridhaiyah” yaitu pembagian berdasarkan
kerelaan masing-masing pihak.

Syirkah pada harta yang tidak dapat dibagi, apabila pemilik
bagian itu memberikan kepada orang lain maka pemberian
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itu sah. Untuk harta yang dapat dibagi pemberian itu tidak
sah sebelum diadakan pembagian lebih dahulu.

3) Syirkah pada harta tidak bergerak yang dapat dibagi, jika

memerlukan biaya yang mendesak diberikan oleh salah
seorang pemilik tanpa izin teman serikatnya atau tan-
pa perintah hakim, sementara teman tersebut tidak mau
memberikan biaya yang dibutuhkan, maka biaya yang te-
lah dikeluarkan itu dianggap sebagai pengeluaran sukarela
dan tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada teman seri-
kat. Apabila harta serikat itu harta yang tidak dapat diba-

gl, maka biaya yang telah dikeluarkan itu dapat dimintakan
ganti rugi,

7. Ditinjau dari segi perkembangannya, apakah har-

ta itu dapat berkembang atau tidak, baik perkem-
bangannya melalui hasil atau melalui upaya manu-
sia maupun dengan cara sendirinya berdasarkan

__ ciptaan Allah, harta tersebut dapat pula dibagi ke-

da.

b.

pada:

Harta al-ashl (harta asal), yaitu harta yang menghasilkan,
artinya harta tersebut memungkinkan untuk terjadinya har-

ta yang lain. Seperti rumah, tanah perkebunan, binatang ter-
nak dan lain-lain. )

Harta ats tsamar (buah atau hasil), yaitu harta yang di-
hasilkan dari suatu harta yang lain. Seperti sewa rumah,

buah-buahan dari pohon yang ada di kebun, susu sapl, bulu
domda, anak kerbau dan lain-lain.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada bentuk

ini adalah:

1) Harta wakaf pada asalnya tidak boleh dibagi-bagikan kepa-

2)

da orang-orang yang berhak menerima wakaf, tetapi hasiln-
ya boleh dibagikan kepada mereka.

Harta yang khusus diperuntukkan kepada kepentingan
umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagikan, tetapi hasilnya
boleh dimiliki oleh masyarakat umum.
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3) Hasil dari harta yang selama dimilikinya adalah milik dia se-
kalipun harta tersebut dikembalikan kepada pemilik sebel-
umnya disebabkan adanya penghalang untuk dimilikinya
lebih lanjut. Seperti seseorang membeli sebuah rumabh, lalu
rumah tersebut disewakannya selama satu bulan, setelah
rumah diterimanya dari penyewa diketahui ada cacat, dima-
na cacat tersebut bukan disebabkan dari orang yang menye-
wa rumah itu, tetapi memang cacat dari awal ketika mem-
beli, sehingga rumabh itu dikembalikan kepada pemilik awal
(sipenjual rumah), jadi sewa rumah selama satu bulan tetap
menjadi miliknya sekalipun rumah itu setelah disewakan
dikembalikan kepada penjualnya, karena rumah tersebut ia
sewakan sewaktu menjadi miliknya.

4) Hasil dari harta yang ketika ditransaksikan obyeknya adalah
manfaat harta tersebut, maka sipemilik manfaat itu berhak
terhadap hasilnya. Seperti seseorang yang menyewa sebuah
rumah, dimana satu kamar dari rumah tersebut disewakan-
nya kepada orang lain, maka sewa dari satu kamar tersebut
menjadi miliknya.

BAB IV
AKAD DAN PERANANNYA
DALAM TRANSAKSI

A. PENGERTIAN AKAD

Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir
dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah suatu
kemestian sosial yang selalu berkembang seiring pertumbuhan
dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu akad tidak bisa
lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang se-
lalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi
segala kebutuhannya, Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling
bantu, tabaddul (saling tukar) dengan yang lain. Tabaddul itu
memiliki bentuk yang sangat banyak dan beragam dengan berb-
agai macamnya dan tunduk pada sesuatu yang disebut dengan
teori akad, guna mengatur gerakan aktifitas ekonomi, dasar-
dasar interaksi, kebebasan perdagangan, pertukaran barang dan
manfaat serta berbagal bentuk aktifitas lainnya.

Dalam menjalankan bisnis, akad punya peranan yang luar
biasa dan syari‘at Islam telah menegaskan tentang akad ini se-

bagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah, (QS. 5:1) yang
berbunyi:

l-,.‘, _el,’-, ‘D,u ..,,”.6,,
TP [N E SRR < 1o M A A AP [
¢ 2,002 4"";‘"'0 n—l-:

IR LI E R P H
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak men-
ghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Se-
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sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya."

Para fuqaha telah meletakkan aturan tersendiri untuk mas-
ing-masing akad yang dikenal pada masa mereka. Seorang pe-
neliti bisa menyimpulkan teori umum akad dari aturan-atur-
an tersebut, kajian-kajian para fugaha seputar defenisi akad,
rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta hukum-hukum yang
telah mereka tetapkan untuk setiap akad.

Akad sebagai suatu teori yang dihasilkan oleh para fugaha
merupakan suatu perikatan perfanjian dalam suatu transaksi
dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik
tekad tersebut muncul dari satu pihak seperti wakaf, maupum
yang muncul dari dua pihak seperti jual beli. Akad atau perika-
tan perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu komitmen yang
terbingkal dengan nilai-nilai Syariah.

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-‘aqd, secara eti-
mologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat,
menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di
antara dua sesuatu.!' Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad
dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara
beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konk-

* rit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi."

Secara terminology, akad adalah : Perikatan atau kesepa-
katan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qa-
bul.” Lebih lanjut pengertian akad secara terminologi adalah
berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad
dengan yang lain (pihak kedua) secara syara’ di mana hal ini me-
nimbulkan efeknya terhadap objek."

Pengertian secara terminologi di atas maksudnya ada-
lah mengikat antara dua orang yang berkehendak dengan pe-
realisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Dengan redaksi

AN W-Khalll, Ahkam ol-Mu'amalat al-Syar'fyah, (Dar-al Filer al-Araby, 1), h

169
Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatub, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insanl,

2011),h.420
Y Raflq Yunus al-Mishry, Figh al-Muamatah al-Maliyyah, (Damsyiq: Dar al-

Qalam, 2005), h. 58
W \Wahbah, Figih lslam, h. 420
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:;:d;ienel:mandp;zda ketentuan syara, didefinisikan bahwa
ersebut adalah: Perikatan antara ijab ( :

: ants suatu pernyataa
melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerin):a lkz:j

tan) dalam bentuk yang di
jek perikatan.'’ yang disyariatkan dan berpengaruh pada ob-

“Pembatasan dengan men
: ggunakan kata-kata “dalam ben-
:ll:kgang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari deﬂ:i’;i
;e ;e ril.m:(gan ke‘:ﬁkatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan
§ I kesepakatan untuk membunuh ses . :
tan untuk melakukan riba [ S e
: + penipuan, mencuri dan sebagal
:f;sser:utatt;ga k|tu tidak dibolehkan menurut syara’ sehingan::i
ebut tidak memiliki dampak pada objek
dengan kata-kata “menimb e o e
ulkan efek terhadap objeknya”
lah untuk mengeluarkan ika s
tan antara dua perkataan
memiliki efek sama sekali, maka “b g
I A erpengaruh pada objek per-
::(;:a':j dengan tpaksud adalah terjadinya perpindahan I’(epepr:‘l'-
n dari satu pihak (orang yang melakukan ljab) kepada pihak
yang lain (orang yang menyatakan qabul),

. Ps::: l:,]::; ﬂg;: tse;:li\ ;?hel::::uk;n penin.]auan terhadap akad

::(:‘: :;;:;i .(ii;:hga}r;ag:gg:;tlzn af}c;nda;:a:iegfl:;::hmz;sge:li‘;r:ﬁ::
, Has . da

Z::(g“ :‘l;:;j::(;nw:;e:r stET:lora:g E:E:‘:l;::'g:‘:(:fng;‘iﬁ':ne:::;:

g::;?u;;(:n;:ﬁn;:::,z:ﬁ; mzm(;:tzrlr:k:n ::;al:‘gl(::: :zgaacl::'asnegs::;u

yang dlkemllxkakan olei;nnillat::ngla‘lz?l:' ::2::-';8]:?: : e e

1. lPerikat:m yang .dltctapkan dengan ijab-gabul berdasarkan
tetentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

2. Keterkaitan ucapan antara
: orang yang berakad secara syara'
pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya =

3. Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau se-

suatu yang menunjukan adanya serah teri
dengan kekuatan hukum. 4 terima yang disertai

" NB
2 run Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medla Pratama, 20000, b
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4. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetap-
kan keridhaan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci
kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah
diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keingi-
nan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu
yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual
beli atau pemindahan hutang piutang, Dan akad dapat dipaha-
mi sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan
atau maksud tertentu, Akad yang menyalahi syariat seperti akan
mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

Akad sebagaimana yang diartikan sebagai suatu bentuk
perikatan atau perjanjian, maka untuk kata "mitsaq” juga diar-
tikan dengan perikatan atau perjanjian, namun perjanjian disini
dilakukan sebagai ungkapan bagi pelaku akad bukan saja dalam
kaitan pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, namun lebih
dari itu sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam al-quran pada
tiga tempat. Pertama, mitsaq adalah perikatan atau perjanjian
pada perkawinan. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan
batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup
bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah “mitsaqan ghaliza”-per-
janjian yang amat kukuh (QS An-Nisa 4:21), yakni menyangkut
perjanjian antara suami-istri. Sebagaimana firman-Nya ber-
bunyi:

B ey oy akd ) « Lt Ll 3 45,6 85
obs

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pa-
dahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang
lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"'*

Perjanjian antara suami-istri sedemikian kukuh, sehingga
bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mere-
ka masih akan digabungkan oleh Allah di akhirat kelak setelah

"Depag R, al-Quran dan Terjematmyo, (Bandung: Jumanatul ‘All, 2005), h .62
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keb
32.:%“{8"' Sebagaimana firman Allah dalam surah
:56) berbunyi: rah Yasin (QS.

D058 T Jo b §oA5535

Artinya: “"Mereka d

: an isteri-isteri mereka b
er.

tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan "”ada dalam

Demikian pernyataan All

dan perd ah terhadap kukuhnya perikatan

anjian antara suami dan iste

ri, kekukuhan itu t J

g:gdaa mmere:a sebagai suami isteri, bahkan semua an:g::::kk:ilm

at: al.;;'ed a ils<ut bergabung. Hal ini dinyatakan Allah dalam s::
(QS. 13:23) yang bunyinya sebagai berikut:

20, eand ™

-qs 'I;“' ‘.."‘40 'f - -

Tl oy el 12 2, 202 % prflose e
25 s el G gl 5 3 gl S5

et nl;;tirl\:;a: “(yaitu) Syurga ‘Adn yang mereka masuk ke da-
- rsama-sama dengan orang-orang yang saleh dari
pak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak tucunya, sedang ma

laikat-malaikat m
pintu.n"’ asuk ke tempat‘tempat mEreka dari semua

Ked
SegtesiaL ky"' imana para nabi melakukan perjanjian
uk menyampaikan agama kepada umatnya mas-

ing-masing. Hal ini dapat di
33:7 yang berbunyi; pat dipahami dalam surah al-Ahzab QS.

o e VP Vo7 oo, ¢ o
syjtﬂ?Jerﬁ.‘ﬁb;jwihfjm%&.’y:ﬁ&awj‘bf‘ég

UL g il s
Art L/ i
inya: "Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian

dari nabi- i
ari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa

dan Isa putra Ma
ryam, dan ka
perjanjian yang teguh.""” mi Telah mengambil dari mereka

Da i
an Ketiga, kata mitsag memberi gambaran tentang per-

YIbid ho445
"Ibld h 253
"Ibid h 420
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janjian Allah dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pe-
san-pesan agama (QS An-Nisa 4:154).

&, \o e NI : - R AT T
1y 0l 1 T 40 5 gy 50 1455 L3035
@dk i 11 s v lﬁ.i'bgj»-——"f' id

Artinya: “Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka
bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami
ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka:
"Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan kami perin-
tahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar per-
aturan mengenai hari Sabtu", dan kami Telah mengambil dari
mereka perjanjian yang kokoh."*"

Demikianlah penjelasan Allah tentang makna mitsaq yang
dapat dipahami dari firman-Nya, dan dari masing-masing ayat
tersebut berbeda juga pelakunya. Hal ini mengisyaratkan bahwa
begitu penting dan sangat mendapatkan perhatian khusus dari
Allah kepada or'a'ng-oran‘g yang melakukan akad, dalam artian
orang yang melakukan akad sesuai dengan yang telah disyariat-
kan akan selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah.

B. RUKUN DAN SYARAT AKAD

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun
dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun
akad itu hanya satu, yaitu shighat al-‘aqd (ijab dan qabul), ada-
pun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupa-
kan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang
dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam
akad itu sendiri.?’ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa
rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1. Aqid (Orang yang Melakukan Akad)
Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau
orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti da-

lam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun sy-

"Ibid.h 103
UNasrun Haroen, Figh Muamalah, . 99

54

SRISUDIARTI

aratnya, para ulama figh memberikan persyaratan atau kriteria

yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain ;

a.  Ahliyah.
Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melaku-
kan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika
telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ada-
lah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-
orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu
membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya

dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan mengun-
tungkan,

b.  Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan sese-
orang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan
transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut
memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu
objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas un-
tuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang
melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu
mengekspresikan pilihannya secara bebas,

2. Ma'qud Alaih (objek transaksi)
Ma’'qud “alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beber-
apa persyaratan sebagai berikut :

a.  Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang
dilakukan.

b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang

diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki pe-
nuh oleh pemiliknya.

c.  Objektransaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad,
atau dimungkinkan dikemudian hari.

d. Adanya kejelasan tentang objek transaksl,

e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan
barang najis.
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3. Shighat, yaitu ljab dan Qabul

liab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan ker-
elaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau
akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan
perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucap-
kan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun mener-
ima, sedangkan qabu! adalah orang yang berkata setelah orang
yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas uca-
pan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab
adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan
benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedang-
kan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima.** Dari
dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
akad ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak
yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang den-
gan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara
kedua pihak tersebut.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara
yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga ada cara
lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para
ulama figh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam
akad, yaitu : pertama, lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan
mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi,
ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya
saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat,
karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan. Kedua,
melakukan akad dengam perbuatan atau saling memberi (akad
dengan mu'athah), yaitu melakukan akad dengan sama-sama
melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling
ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Ketiga, menga-
dakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang
bisa bicara atau dari orang yang bisu. Keempat, akad dengan tu-
lisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak
yang sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau
sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipa-
hami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas

ntuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya
Z1hid h 103
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ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat

dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang
yang mengutus).*

Dalam ijab qabul terdapat bebera
apa syarat yang harus
dipenuhi, ulama figh menuliskannya sebagai berikut :

Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.

b.  Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul

Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan
menyambung).

Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara

kedua belah pihak, tidak menunjukkar
v 1 penolakan d =
batalan dari keduanya. P an dan pem

C. PEMBAGIAN AKAD

Para ulama figh-berpendapat bahwa pembagian akad dapat

dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pan-
dang yang berbeda, yaitu:

1. Berdasarkan keabsahann
menuru
e ya t ketentuan
a. Akad shahih
Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat
yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini
adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan

akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
Akad shahih ini terbagi pula kepada dua yaitu:

1) Akad nafiz , yaitu akad yang sempurna dilaksanakan
artinga akad yang dilangsungkan sesuai kctentuan.
syara’ dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak
ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad mauquf , yaitu akad yang dilakukan seseorang

yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki
kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan
akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil

PWahbah az-Zuhalll, Figih Istam wa Adillatuhu, jilid 4,1, 431-437.
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yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad
tersebut baru dianggap sah secara sempurna dan memi-
liki akibat hukum apabila sudah mendapat izin dari
walinya.

b. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi
rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’,
sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak
mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini
tidak berdampak hukum atau tidak sah.

Akad yang tidak shahih dapat dibedakan kepada 2, yaitu;

1) Akad Bathil. Akad Bathil adalah akad yang tidak memenuhi
salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnsya
juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara’ Seperti
tidak jelasnya objek yang diakadkan.

2) Akad Fasid. Akad Fasid adalah akad yang semua rukunnya
terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

jumhur ulama selain Hanafiyah menyamakan akad bathil
dan fasid, dan keduanya terdapat kekurangan pada rukun atau
syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak
berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedang-
kan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara
fasid dengan bathil. Menurut ulama Hanafiyah, akad bathil ada-
lah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang
diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang
bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain.
Adapun akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariat-
kan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya,
menjual barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya, sehingga
dapat menimbulkan percekcokan.**

2. Berdasarkan dari segi penamaannya

a. Akad musamma, yaitu akad yang telah ditetapkan syara'
dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bay’ (jual beli),
al-hibah (hibah) al-qardh (pinjaman) dan al-ijjarah (sewa

# Rafiq Yunus al-Mishry, Figh al- Muamalah, h. 59
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menyewa).

Ghairu musamma yaitu akad yang penamaannya ditetapkan
oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan

mereka di sepanjang zaman dan tempat. Seperti al-istishna,
bay al-wafa dan lain-lain.*

3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad

a.  Akad musyara'ah ialah akad-akad yang debenarkan syara'

untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti
gadai dan jual beli.

b.  Akad mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang oleh syara'
untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di
bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibun-
Ya'zﬁ

4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat
ganda

a. Akad dhaman .yaitu akad yang mengalihkan tanggungan
resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pen-
galihan sebagai konsekwensi dari pelaksanaan akad terse-
but, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya
melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misal-
nya akad sewa menyewa di mana barang yang disewa mer-
upakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain,
manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungann-
ya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya
tanpa la manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa

tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia
wajib membayar sewanya.

b. Akad amanah , yaitu akad di mana barang yang dialihkan
melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan
penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban
menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada
unsur kesengajaan dan melawan hukum. |adi tanggung
jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan
oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wa-

“Nasru Haroen, Figh Muamalah, h. 108

*Mardanl, Figh Ekanomi Syariah, Cet. 1, (1 ; i
—... wariah, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media
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aQ

4,

di'ah.

Akad gabungan antara dhaman dan amanah, yaitu akad
yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana
salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lain mer-
upakan amanah, seperti akad rahn atau gadal”

Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya

Akad fauriyah , yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaann-
ya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksaaan akadnya
hanya sebentar saja seperti jual beli,

Akad istimrar atau zamaniyah , yaitu akad yang dalam pelak-
sanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama
waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah,

Berdasarkan akad pokok dan tambahan/mengikut

Akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlu-
kan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menye-
wa,'ariyah dan lain-lain.

Akad tabi'iyah , yaitu akad yang keberadaannya tidak berdi-
ri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi
dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn ti-
dak akan dilakukan tanpa adanya hutang.

. Berdasarkan tujuan/niat sipelaku akad

Akad tabarru (gratuitous contract), yaitu akad yang dimak-
sudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan
pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan
keuntungan. Seperti akad hibah, wasiat dan wakaf dan lain-
lain,

Akad tijari (conpensational contract), yaitu akad yang di-
maksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.
Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat kpmersial.
seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.®

TIbid h 86
Hlbid W77
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D. TUJUAN DAN AKIBAT HUKUM AKAD

Menurut para ulama figh, setiap bentuk akad tentu ada tu-
Juannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya
sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan,
seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan
akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak
boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan
syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad Itu tidak
sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara’ Tujuan akad ini
terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan,
seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan
hak milik penjual kepada sipembeli dengan adanya imbalan,
Demikian pula dalam akad jjarah atau sewa menyewa, dimana
akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang
yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan im-
balan, Pada akad ‘ariyah atau pinjam meminjam bertujuan un-
tuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu,
apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka
akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Den-
gan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat
haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara’ Atas dasar
inilah semua bentuk akad yang mempunyal tujuan atau akibat
hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara, hukumnya

tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka
menghalalkan riba.

Akad sebagai suatu teori yang dihasilkan oleh para fugaha
merupakan suatu perikatan perjanjian dalam suatu transaksi
dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik
tekad tersebut muncul dari satu pihak sepertl wakaf, maupun
yang muncul dari dua pihak seperti jual beli. Akad atau perika-
tan perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu komitmen yang
terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Para ulama figh berpendapat bahwa setiap bentuk akad
harus ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yai-
tu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad
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dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepa-
da pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi plhak—pihal; yang
berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-ha ya.ng
dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad a(:au
akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan

syarat akad.
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TRANSAKSI DALAM ISLAM

A. JUAL BELI DAN BEBERAPA KARAKTERISTIK-
NYA

1. Pengertian

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu den-
gan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-ba’i,
asy-syira, al-mubadah, dan at-tijarah.

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam
mendefinisikannya, antara lain :

a.  Menurut ulama Hanafiyah:*

Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."
b.  Menurut Imam Nawawi' dalam Al-Majmu":

Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepe-
milikan."
¢ Menurut Ibnu Qudamah® dalam kitab Al-mugni':

Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta, untuk sa-
ling menjadikan milik"

Pengertian lainnya Jual beli ialah persetujuan saling men-
gikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual
barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli
barang yang dijual). Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu
dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan
mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

“Alaudin Al-Kasyanl, Badal Ash-Shanalfi Tartih Asy-Syaral’, Juz V, Him, 133
“Muhammad Asy-Syartini, Mugni Al-Muhta). Juz 11, him. 2
"lbnu Qudarmah, Al-Mugn/. Juz 111, hlim, 559
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2. Dasar Hukum
1. Al-Quran

1,J|rf,&.J|&|J,f

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma’
umat, Yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalil
Al-Qur'an surat al-Baqgarah (Q.S. 2:275) yang berbunyi:

oy JJ-‘"BP rh)u‘“‘)"‘“uﬂ'c""rb:‘uﬂj

et ol il LSy )23 AJ,.n,._..n G B i,,sam

Artinya: “.... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba....".

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia
(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah
bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilha-
ram*. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu se-
belum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S.
2:198)"

2. Sunnah

Firman tersebut menjadi dalil bagi kebolehan jual beli seca-
ra umum,

Selain itu, para ulama telah membolehkan jual beli secara
kredit, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam
Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin
Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun, kebole-
han jual beli ini menurut para ulama yang memperbolehkannya
harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Mereka berhujjah
dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menja-
di beberapa bagian;

* [alah bukit Quzah di Muzdalifah.
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1)  Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembaya-
ran tertunda.

a) Firman Allah Ta'ala

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ama-
lah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menulisnya” (QS. Al Bagarah (2): 282).

Ibnu Abbas menjelaskan, "Ayat ini diturunkan berkaitan
dengan jual beli As-Salam saja."

Imam Al Qurthubi menerangkan,

“Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual
beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian
ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdas-
arkan ijma' ulama" (Tafsir Al Qurthubi 3/243).

b) Hadits Rasulullah

Dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. mem-
beli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda.
Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut se-
bagai gadai” (HR. Bukhari Muslim).

Hadits ini tegas bahwa Rasululah mendapatkan barang kon-
tan namun pembayarannya tertunda,

2) Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan

tambahan harga karena penundaan pembayaran atau kare-
na penyicilan.

a) Firman Allah Ta'ala

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
mernakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan jaian perniagaan yang berlaku dengan suka sarna suka
diantara kamu" (Q.S. An Nisa": 29).

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit,
maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka
maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.
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2) Hadits Rasulullah
Dari Abdullah bin Abbas berkata,

Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk
Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam
dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, "Ba-
rangsiapa yang jual beli salam, maka hendaklah dalam takaran
yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas” (HR.
Bukhari Muslim ).

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah mem-
bolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta
waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli
salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli
langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kre-
dit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan vang
belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Hadits Bariroh. Dari Aisyah berkata,

Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong un-
tuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayar
sama sekali, maka Aisyah berkata padanya, “Pulanglah ke kelu-
argamu, kalau mereka ingin saya membayar tebusanmu namun
wala'mu menjadi milikiku maka akan saya lakukan." Maka Ba-
riroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan
melakukannya, malah mereka berkata, "Kalau Aisyah berkehen-
dak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pa-
hala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala'mu tetap pada
kaml. Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini paa Rasulullah dan
beliaupun bersabda,"Belilah dia dan merdekakanlah karena
wala' itu kepunyaan yang memerdekakan.”

3) Dalil ljma'

Sebagian ulama mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli
dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan
para ulama. Di antara mereka adalah;

a) Syaikh Bin Baaz
Saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung
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gula dan sejenisnya seharga 150 Real secara kredit yang nila-
inya.sama dengan 100 Real tunal, maka beliau menja'wab ‘
tTramsnksl seperti ini boleh-boleh saja karena jual be,Il kon-
tan tidak sama dengan jual bel berjangka. Kaum muslimin su-
dah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ljma’ dari mereka
atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama mei
mang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga
karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu ter-
masuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi

seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun.”
i pun (Ahka
Syaikh Abduloh Al Jarulloh, hal: 57- 58). ( mul Figh,

b) Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin.

Beliau berkata dalam Al Muda X
yanah hal. 4, "M -
hutang piutang; —p

(1) S?seomng membutuhkan untuk membel barang namun dia
tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya deng-
an pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun den-

an ad i
lge : k::nya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbo-

Misalnya: Seseorang membeli rumah untuk ditempati atau
untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan
yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.00(;
real, atau seseorang .membeli mobil baik untuk dipakai sen-
diri atau disewakan seharga 10,000 real sampai tahun de-
pan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah
ini tercakup dalam firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang
yang beriman, apabita kalian berhutang piutang sampai
waktu tertentu, maka catatlah” (Q5. Al Bagarah: 282),

(2) Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda-

sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperda-
gangkannya.

Misal seseorang membelj gandum dengan pembayaran ter-
tunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjual-
nya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga
atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercnkrfp
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dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan
berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan kesepakatan ulama."
(Majmu' Fatawa 29/498-499),

¢) Syaikh Utsaimin berkata selanjutnya,

"Tidak dibedakan apakah pembayaran tertunda ini dilaku-
kan sekaligus ataukah dengan cara mengangsur. Semacam kalau
penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dan engkau
bayar setiap bulan sekian ..." (Al Mudayanah hal: 5).

4) Dalil Qlyas

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit
ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diper-
bolehkan Rasululah karena ada persamaan, yaitu sama-sama
tertunda. Hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda,
sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli
salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya
bedanya salam lebih nurah sedangkan kredit lebih mahal.

5) Dalil Maslahat

Jual beli kedit ini mengandung maslahat baik bagi penjual
maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keun-
tungan .dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur
dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keun-
tungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan deng-
an tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan
umat.

Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau menge-
nai jual beli kredit, "Karena seorang pedagang yang menjual ba-
rangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara
tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan
penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pem-
bayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu mambay-
ar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.” (Ah-
kamul Ba'i, Syaikh |arulloh, hal. 58).
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3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan da-

lam jual beli yang harus di
. : penuhi agar jual belinya s
svara’(hukum Islam), e

a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan

pembeli)
Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli
adalah:
1) Berakal, jual belinya orang gi
) g gila atau rusak ak: F
tidak sah. i

2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi
tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mam-
pu membedakan baik atau buru), dibolehkan melakukan
jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah se-
perti: Permen, Kue, Kerupuk,

3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak
menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh(idiot)
tidak sah jual belinya. Firman Allah:

20555 G 305 L R T ke kit i g8
D0 Gl

Artinya: "Dan janganlah Kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya®, harta (mereka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari has-

il harta itu) dan ucapkanlah kepad k
baik. (Q.5.4: 5)” pada mereka kata-kata yang

b. Sigatatau Ucapan ljab dan Kabul

' Ulama figh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli ada-
bah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan ity
erada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab

(dari pihak penjual) dan kabul (dari
: arl pihak pembeli). A -
arat-syarat ijab kabul adalah : e e i

1) Orangyang mengucap fjab kabul telah akil baligh,

“0rang yang belum som
purna akalnya (alah anak yatim
atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendun:;. yang belum balig
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2) Kabul harus sesuai dengan ijab.

3) ljab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

¢. Barang dan nilai tukar yang Diperjual-belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-sya-
rat yang diharuskan, antara lain:

1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
2) Barang itu ada manfaatnya,

3) Barang itu ada ditempat, atau tidakada tapi ada ditempat

lain,
4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekua-

saanya.

5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan
pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya,
maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu
adalah:

(a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas
jumlahnya.

(b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu
transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya
pembayaran menggunakan kartu kredit.

(c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqay-
adah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa vang
tetapl berupa uang.

B. BENTUK BENTUK JUAL BELI
1. Jual Beli Salam
a. Pengertian Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper-
jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara
tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertind-
ak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas
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transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini ku-

antitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus di-
tentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan
kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasa-
bah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara ci-
cilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank
dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya
secara tunai blasanya disebut pembiayaan talangan (bridging
financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cici-
lan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu
pembayaran, Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan
jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya
akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan ba-
rang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh

bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara
cicilan.

b. Dasar Hukum
1) Al-Qur'an

"Hai orang-orangyang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara, tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya” (Al-Baqarah (2): 282).

2) Al-Hadits

[bnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke
Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam
buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, Be-
liau berkata, "Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hend-
aknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan
yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.

¢. Rukun Salam

1) Muslam atau pembel

2) Muslam ilaih atau penjual Ra'sul mal atau modal/uang
3) Muslam fiihi atau barang

4) Sighat atau ucapan/akad
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d. SyaratSalam

1) Modal
Modal harus diketahui

2) Barang harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya,
Hukum awal mengenai pembayaran harus dalam bentuk
uang tunal. :

3) Penerimaan pembayaran salam ’

: Pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak (kebany

akan ulama), Pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk
pembebasan utang yang harus dibayar dari muslam ilaih
(penjual).

e. Ketentuan Umum Salam

1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesmkasinya‘ s;:‘-
cara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan juml :1 -
nya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas
"A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen

mendatan '

2) i:::llll;a:asil produlgi yang diterima cacat atau tidak sesuai
dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung
jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana.yang te-
lah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan

n .

3) ‘;dees:;i:gat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atmt
dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimung
kinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pi-
hak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar
induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan
paralel salam.

f. Salam Parallel

a vane dibeli oleh Bank adalah barang seperti padi,
iagu:;r:;:n z'abfl. dan Bank tidak berniat untuk men)adikax;n:
ya sebagai Inventory, dilakukanlah akad salam kepada [;em e
li kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, al:u
grosir. Inilah yang dikenal sebagai Salam Paralel. Dibolehkan
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melakukan salam paralel dengan syarat:

1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah,

3) Fatwa DSN tentang Salam, Fatwa 05/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Salam.

8. Pembiayaan Salam Pada Perbankan Syariah

Salam adalah transaksi jual bell dimana barang yang dip-
erjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan
secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank
bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.
Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi

ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang ha-
rus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan
kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan na-
sabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.
Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank
dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya
secara tunal blasanya disebut pembiayaan talangan (bridginng
financing). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan,

kedua pihak harus nmenyepakati harga jual dan jangka waktu
pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika te-
lah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang
yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh

bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara
cicilan,

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya
secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jum-
lahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis ku-

alitas A dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada
panen dua bulan mendatang,
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2) Apabila hasil produksinyang diterima cacat atau tidak sesuai
dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung
jawab denagn cara antara lain mengembalikan dana yang
telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesa-
nan.

3) Mengingatbanktidak menjadikan barang yang dibeli atau di-
pesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkin-
kan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak
ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar in-
duk atau rekanan, Mekanisme ini disebut paralel salam.

2. Jual Beli Istishna'’

a. Pengertian Istishna’

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam
istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank syariah da-
lam beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istishna dalam bank
syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur
dan konstruksl

b. Dasar Hukum

Karena Istishna’ merupakan jenis khusus dari salam, maka
secara umum landasan syariah yang berlaku pada salam juga
berlaku pada istishna’

Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna' atas dasar istih-
san karena alasan berikut:

1) Masyarakat telah mempraktikkan istishna’ secara luas tanpa
ada keberatan

2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terha-
dap giyas berdasarkan ijma’ ulama

3) lIstishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat Sesual
dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama
tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

4) Hal ini menjadikan istishna’ sebagai kasus ijma atau konsen-
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Sus secara umum,

¢.  Rukun Istishna'

1) Mustashni’ (Pembeli)
2) Shani' (Penjual)

3) Mashnu' (Barang)

4) Tsaman (Harga)

5) Shighat (ljab Kabul)
d. SyaratIstishna'

1) Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum
dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli

2) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janii.
3) Shani' menyatakan kesanggupan untuk membuat barang

4) Apabila bahan baku berasal dari mushtasni’, maka akad ini
bukan lagi Istishna’tetapi berubah menjadi ljarah

5) Apabila isi akad mensyaratkan shani' hanya bekerja saja,

maka akad ini juga bukan lagi Istishna’, tetapi berubah men-
jadi ljarah

6) !Hashnu' (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang
jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.

7) Barar}g yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang
syara’ (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan kemud-
haratan (menimbulkan maksiat)

e, Ketentuan Umum Istishna’:

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam
ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di-
cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama
berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan
dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka
seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. ‘

Istishna' Paralel
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Dalam sebuah kontrak istishna, bisa saja pembeli men-
gizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk
melaksanakan kontrak tersebut. Kontrak baru ini dikenal se-
bagal istishna’ parallel. Fatwa DSN tentang Istishna’, Fatwa 06/
DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'dan Fatwa 22/
DSN-MUI/111/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel

Produk istishna’ menyerupai produk salam, tetapi dalam is-
tishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beber-
apa kali pembayaran. Skim istishna’ dalam bank syariah umum-
nya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai
menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai’
al-istishna’ Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan ba-
rang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya
sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen,
tetapl lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di
muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses pro-
duksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan
kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pemba-
yaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses
produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian,
kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan
proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi ses-
ai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila
produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah
dengan cara memproduksl lagi ataupun dengan cara membeli
dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka status dari barang tersebut
adalah milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli
barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kemba-

li dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih
bersamaan dengan proses pembelian fasilitas bai’ al-istishna’
tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari pro-
duk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, potenti-
al buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian
dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu
menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel, dan
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apabila .hasil produksi tersebut disewakan skemanya menjadi
istishna’ wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih

harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah) atau dari
hasil sewa (ijarah),*

3. Jual Beli Murabahah
a.  Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual bell barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis per-
bankan syari'ah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanji-
an yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana
Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku
atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan
dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga
beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan,

Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pro-
duk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan
sebagal tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pem-
belian dengan sistem pemesanan. Dalam al-Umm, Imam Syafi'i
menamai transaksi inl dengan istilah al-amir bi al-syira . Dalam
hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada
sesorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang
tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kese-
pakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga
asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Sete-
lah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa ke-
untungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan, Jual beli

kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut beada di
tangan pemesan.

1. Dasar Hukum
a) Al-Quran surat Al-Baqarah (Q.S. 2: 275)

& . s
VPt 787 L e 2952 ¢. "
Sanne ‘”’)l rf-, @.Jl j‘ &') .
Artinya:. “. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkap riba.."

"Muhammad Syaii'l Antanio, Bank Syariah; Dari Teort ke Praktek, hal 164
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b) Al-Hadits

Dari Suhaib al-Rumi ra, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :
"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandun:
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual
(HR. Ibn Majah).

2. Rukun Murabahah
a) Pihak yang berakad:
(1) Penjual
(2) Pembeli
b) Objek yang diakadkan:
(1) Barang yang diperjualbelikan
(2) Harga
c) Shighot:
(1) Serah (ijab)
(2) Terima (qabul)
3.Syarat-Syarat Murabahah
a) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b) Kontrak pertama harus sah.
¢) Kontrak harus bebas dari riba.

d) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi se-
sudah pembelian dan harus membuka semua hal yang ber-

hubungan dengan cacat.

e) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku
bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan
secara hutang.

f) Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memi-
liki pilihan:

g) melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
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h) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
{)  membatalkan kontrak.

4. Fatwa DSN tentang Murabahah
a) Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

b) Fatwa 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam
Murabahah

) Fatwa 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Mura-
bahah

d) Fatwa 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah
Mampu yang

e) Menunda Pembayaran

) Fatwa 23/DSN-MUI/111/2002 tentang Potongan Pelunasan
dalam Murabahah

g) Fatwa46/DSN-MUI/I1/2005 tentang Potongan Tagihan Mu-
rabahah

h) Fatwa 47/DSN-MUI1/11/2005 tentang Penyelesaian Piutang
Murabahah bagi Nasabah Tak Mampu Bayar

i) Fatwa 48/DSN-MUI/11/2005 tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah

i) Fatwa 49/DSN/MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Mura-
bahah

Penerapan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan
Syariah

Cara operasi bank syariah hakikatnya sama saja dengan
bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga
dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenar-

kan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti
bank konvensional lainnya,*

PSofyan Syalrl, Akuntans! Islam, ()akarta: Bumi Aksara.2004) hal 94-95,
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Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan mar-
gin (murabahah), dalam produk ini terjadi transaksi antara
pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini mem-
belikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menen-
tukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan
harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba
atas jual beli, Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua
belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman? Ten-
tu bukan uang dan bukan juga pinjaman, karena menjual uang
dengan benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam
terminologi islam. Nasabah menerimanya dalam produk yang
diinginkan melalui bank, produk ini biasanya modal kerja dan
berjangka pendek.’

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana
yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usa-
ha. secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan
permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut
akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, semen-
tara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank tersebut
kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepa-
da pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada
perjanjian murabahah yang telah disepakti sebelumnya antara
nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat
melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun
dengan cara kredit.”’

4. Bay' al-Wafa'
a. Pengertian Bay’ al-Wafa'

Kata bay’ al-wafa’ tersusun dari dua kata, yaitu bay dan wafa,
pengertiannya secara etimologi adalah; al-bay’ berarti jual beli*,

gw_cﬂpglrtl memenuhi janji.** Jadi bay al-wafa'berarti jual
W[bid., hal 95

mzainuddin All, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Gratika, 2010) hal 26-27,
WAL Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mutiara

sumber Widya, 2001), h.47.

"lbid, h. 265,
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beli yang disertai janji. Adapun pengertian secara terminologi
;J.nr: lulal;na figh memberikan definisi dengan berbagai redak-'
= :'m‘lg erbeda, namun dapat kita pahami bahwa maksudnya
o Ali aI-K'haﬂf dalx’nm kitabnya Ahkam al-Muamalat mendefin-
sikan, bay’ al-wafa’ adalah jual beli dengan komitmen untuk
dikembalikan, maka disyaratkanlah apabila sipenjual mengem-
balikan harga kepada sipembell, maka sipembelipun mengemba-
likan barang kepada sipenjual."” Mustafa Ahmad az-Zarqa'men-
definisikan, bay’ al-wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan
dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yangg di-

jual itu dapat dibeli kembali oleh
penjual, apabil :
tu yang ditentukan telah tiba.*! pabila tenggang wak

Leb‘ih lanjut Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa, bay’
al-wafa’ adalah seseorang yang membutuhkan uang de'ngan
menjual barang/harta ‘igar (harta yang tidak bergerak) atas
kesepakatan apabila dia membayarkan/melunasi harga maka
dia dapat mengambil barangnya kembali,* =

b. Rukun Dan Syarat Bay’ al-Wafa',

Rukun dan syarat Bay’ al-wafa; adalah sama sebagaimana
rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi
rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pem-
beli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya shighat
( pernyataan ijab dan qabul). Sedangkan syaratnya juga sama
sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, seperti yang t:alah
dipaparkan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli di atas
Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa ba;'an :
yang telah dijual itu harus dibell kembali oleh penjual dengmgl

tenggang waktu yang ditentukan secara
elas,
dua tahun dan sebagainya. Jelas, apakah satutahun,

¢. Ketentuan Bay’al-wafa’

Bay'al-wafa’ sebagai akad jual beli, tentulah sipembeli den-

:/b‘i':s ;l;l{(h:t‘\‘l, AZkum al-Muamalat al-Syariyah, h. 399
ala Ahmad az-Zarqa', Al-Uqud al-M amaskus:
1968), h. 23. Lihat H. Nasrun Haroen, Figh :!t;umulu(‘)a‘.‘ziy'l,lsal”," S e

“Sayyld Sablg, Figh Sunnah, juz 3, h. 134,
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gan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma
disyaratkan sipembeli tidak boleh menjual barang tersebut ke-
pada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang
yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagal jaminan
utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik
barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula
(sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan,
barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual.. Pelaksa-
naan cara bay’ al-wafa’ ini, maka kemungkinan untuk terjadinya
praktek riba dapat dihindari.

Secara historis bay’ al-wafa’ telah berlangsung lama dan
sudah menjadi ‘urf (adat kebiasaan) yang kemudian mendapat-
kan justifikasi para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari
mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) mele-
galisasi transaksi bay’ al-wafa’ ini dengan pernyataannya: "Para
syaikh kami (Hanafi) membolehkan bay’ al-wafa’ sebagai jalan
keluar dari riba.** Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kon-
disi masyarikat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hij-
riyah, dimana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang
kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak
mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat
yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat
menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi
dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan,
di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekali-
gus terhindar dari praktek ribawi. Jalan pikiran yang digunakan
dalam memberikan justifikasi terhadap bay’ al-wafa’ adalah di-
dasarkan kepada istihsan urfiy, yaitu menjustifikasi suatu per-
masalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik
di tengah-tengah masyarakat.

Jika dianalisis bentuk akad bay’ al-wafa’ini, ada 3 (tiga) ben-
tuk transaksi yang diterapkan di dalamnya, yaitu;

1. Sewaktu transaksi berlangsung, akad ini merupakan jual
bell, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi
itu adalah jual beli. Misalnya dengan ucapan penjual yang

SMulammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-islamlyyin, (Mesit: Dar al-Fi-
kr al-Arabltt) h, 243, Lihat Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 155,
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mengatakan “saya jual tanah saya ini kepada kamu seharga
‘l‘lp. 100.000.000 (seratus juta)", lalu dijawab oleh sipembeli
saya beli tanah kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus
juta)”, dan barang pun berpindah tangan.

2. Apabila transaksi sudah berlangsung maka barang (ob-
jek akad) berpindah ke pihak pembeli dan dimanfaatkan
namun dalam jangka waktu yang disepakati barang tersebut‘
berpindah kembali kepada pihak penjual, maka transaksi ini
terlihat transaksi ijarah (sewa menyewa), yaitu pemilikan

manfaat suatu barang yang dibolehkan syara’ selama waktu
tertentu dengan adanya suatu imbalan,

3. Apabila tenggang waktu yang disepakati berakhir, maka ter-
jadilah fatuh tempo akad bay’ al-wafa’, dimana masing-ma-
sing pihak yang melakukan akad harus mengembalikan ba-
rang dan uang (objek akad), penjual harus mengembalikan
uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada
awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang
dibelinya kepada penjual secara utuh.

Pada prinsipnya bay’ al-wafa’ berbeda dengan ijarah (sewa
menyewa), karena ijarah (sewa menyewa) adalah transaksi ter-
hadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu
dengan adanya imbalan. Jadi pada akad ijarah (sewa menyewa)
ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik man-
faat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima
imbalan kembali, sedangkan pada akad bay’ al-wafa’, apabila
waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang

berakad menyerahkan barang dan uang sebagai ob ;
jual beli ini, g sebagai objek akad pada

Demikian juga bahwa bay’ al-wafa’ memang berbeda deng-
an ar-rahn (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena ar-rahn
adalah barang yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang
dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang, Sebagaima-
na mafhum mukhalafah dari hadits yang ditegaskan Rasulullah

saw. yang berbunyi:

Bl widy ot cnly Upss OSN3 iy (S glal
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. 6)1590.“ o\” , azaa:ll ._Jf.‘.'.u g_.{;:_ ‘_‘5..\.“ g;l.b‘—, U Pla IS -

Artinya : “Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pem-
biayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), he-
wan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaan-
nya bila digadaikan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan
dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (Hadits ri-
wayat Bukhary).

Jadi hadits di atas memberikan pemahaman bahwa peme-
gang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan
barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah
sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang
digadaikan itu adalah hewan ternak, maka sipemegang gadai
berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, se-
suai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sipe-
megang gadai. Dengan demikian apabila sipemberi utang me-
manfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu
termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

YAl-Kahlany, Subulussalam, I, 51
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